PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PAKET INTERNET PADA TELEPON SELULER by -, IRMA SARI RAMADHANI
1 
 
SKRIPSI 
 
 
 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN 
PAKET INTERNET PADA TELEPON SELULER 
 
OLEH 
IRMA SARI RAMADHANI  
B111 12 328 
 
 
 
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016 
i 
 
HALAMAN JUDUL 
 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN 
PAKET INTERNET PADA TELEPON SELULER 
Disusun dan Diajukan Oleh : 
 
IRMA SARI RAMADHANI 
B 111 11 328 
 
 
 
SKRIPSI 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
Dalam Bagian Hukum Keperdataan 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
Pada 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016 
  
ii 
 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
iii 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa: 
Nama :Irma Sari Ramadhani 
NIM :B111 12 328 
Bagian  :Hukum Keperdataan 
Judul :Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan 
Paket   Internet Pada Telepon Seluler 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skirpsi. 
 
Makassar, April 2016 
Pembimbing I,  Pembimbing II, 
 
 
(Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H)        (Dr. Nurfaidah Said, S.H., 
M.H.,M.Si.) 
      NIP. 19610607 198601 1 003                 NIP. 19600621 198601 2 001 
  
iv 
 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa: 
Nama :Irma Sari Ramadhani 
NIM :B111 12 328 
Bagian  :Hukum Keperdataan 
Judul :Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan 
Paket   Internet Pada Telepon Seluler 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir 
program studi. 
Makassar, April 2016 
a.n. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik 
 
 
(Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H)     
        NIP. 19610607 198601 1 003                  
 
  
v 
 
ABSTRAK 
 
IRMA SARI RAMADHANI (B111 12 328). Perlindungan Hukum Bagi 
Konsumen Atas Penggunaan Paket Internet Pada Telepon Seluler. Di bawah 
bimbingan Ahmadi Miru sebagai Pembimbing I dan Nurfaidah Said sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum 
bagi konsumen paket internet atas kerugian yang disebabkan tidak adanya 
sms pemberitahuan, serta untuk mengetahui peran pemerintah dalam 
penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui kuesioner dan wawancara langsung terhadap responden dan 
narasumber. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian 
disajikan secara deskriptif. 
Hasil Penelitian menunjukan, bahwa: (1). Perlindungan hukum bagi 
pengguna paket internet sebenarnya telah diberikan kepada konsumen yakni 
berupa kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha terkait sebuah 
pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penggunaan layanan 
akses internet dan kewajiban bagi setiap pelaku usaha telekomunikasi untuk 
bertanggung jawab atas segala kesalahannya yang berakibat menimbulkan 
kerugian bagi konsumen. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai bentuk 
perlindungan konsumen dari operator kepada konsumen yang 
mengakibatkan kerugian berupa pemotongan pulsa dan kewajiban lainnya, 
belum sepenuhnya dapat terealisasi, karena tak semua operator seluler akan 
memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun. Namun, operator seluler 
tidak melepaskan tanggung jawab begitu saja terhadap kerugian konsumen 
lainnya, di mana bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa penggantian 
pulsa dan pengaktifan paket. (2) Terkait dengan penyelenggaraan jasa 
telekomunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar memiliki 
peranan sebagai regulator untuk beberapa kepentingan yang terkait 
telekomunikasi seperti perizinan pendirian  menara telekomunikasi, 
pemberian rekomendasi izin pembangunan kantor cabang perusahaan 
telekomunikasi di kota Makassar. Selain itu peranan Dinas Komunikasi dan 
Informatika terkait penyelenggaraan jasa telekomunikasi berupa jasa 
multimedia yaitu layanan akses internet  meliputi kegiatan yang berkaitan 
dengan usaha warung internet dan juga kegiatan penempatan wifi di pulau-
pulau tertentu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk sosial yang dimana manusia memiliki 
kebutuhan untuk terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. 
Di Era Globalisasi sekarang ini teknologi sangatlah penting bagi setiap  
manusia, teknologi kini berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan 
teknologi yang semakin canggih mendorong manusia untuk memanfaatkan 
teknologi sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang 
lainnya.  
Penggunaan telepon seluler atau disebut handphone sebagai salah 
satu bentuk teknologi yang sekarang sangat berkembang menjadi sarana 
komunikasi yang efektif, karena  dapat digunakan kapan saja dan di mana 
saja untuk terus berkomunikasi dengan sesamanya. Hal ini sesuai dengan 
yang tercantum pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia. 
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Melihat kebutuhan manusia akan interaksi melalui telepon seluler 
membuat jaringan telekomunikasi diselenggarakan oleh para penyedia jasa 
telekomunikasi seperti PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. Indosat, 
Tbk (Indosat),  PT. XL Axiata, Tbk (XL), PT. Hutchison 3 Indonesia (3), PT. 
Smartfren Telecom, Tbk (Smart), PT.Bakrie Telecom, PT.Sampoerna 
Telekomunikasi Indo, PT.Natrindo Telepon Seluler.1 
Selain digunakan untuk berkomunikasi melalui fitur telepon dan pesan 
singkat atau lebih dikenal dengan short message service (yang selanjutnya 
disebut SMS) melalui telepon seluler masih banyak lagi layanan yang dapat 
dinikmati seperti yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 14. 
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari: 
a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar. 
b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi. 
c. penyelenggaraan jasa multimedia yang terdiri dari Jasa Akses Internet 
(Internet Service Provider), Jasa Interkoneksi Internet (Network Access 
Point), Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik Jasa Sistem 
Komunikasi Data, Jasa Penyediaan Konten dan Jasa transaksi online 
                                                          
1 Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia. 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Asosiasi_Telekomunikasi_Seluler_Indonesia). diakses 9 November 2015. 
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Salah satu layanan favorit dari telepon seluler yang kini paling banyak 
digunakan oleh para pengguna telepon yaitu layanan akses internet.  Internet 
kini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, dengan adanya 
layanan akses internet di telepon seluler memudahkan bagi siapapun 
mengakses informasi terkait apa saja dengan mudah dan cepat. 
Berkomunikasi dengan orang lain melalui media sosial seperti facebook, 
twitter, blackberry messenger (bbm) dan media sosial lainnya, transaksi jual 
beli pun dapat dilakukan secara online, sehingga membuat hidup menjadi 
lebih praktis, semua itu dapat dilakukan melalui telepon seluler dengan 
adanya layanan akses internet. 
Menurut survei dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia), selama tahun 2014 menunjukkan pengguna naik menjadi 88,1 
juta atau dengan kata lain presentase sebesar 34,9%, dari sisi jumlah 
penduduk, pengguna internet mengalami pertumbuhan 16,2 juta pengguna, 
yaitu dari 71,9 juta menjadi 88,1 juta pengguna. Survei yang dilakukan 
terhadap 2000 pengguna internet di 42 kota baik urban dan rural Indonesia 
sekaligus memberikan gambaran demografis pengguna internet, perilaku 
serta gaya hidup mereka yang secara keseluruhan menggambarkan tren 
penggunaan internet di Indonesia2, bahkan pada 2017 eMarketer 
                                                          
2 Pengguna internet Indonesia tahun 2014 ( http://www.apjii.or.id/read/content/info- 
terkini/301/pengguna-internet-indonesia-tahun-2014-sebanyak-88.html). diakses 9 November 2015. 
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memperkirakan pengguna internet di  Indonesia bakal mencapai 112 juta 
orang.3 
Semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia menyebabkan 
banyak perusahaan seluler berpikir untuk menjadi penyelenggara jasa 
layanan Internet. Hal tersebut membuat operator seluler selaku pelaku usaha 
berlomba-lomba memberikan penawaran akses internet yang menarik serta 
murah, dari layanan paket internet harian maupun bulanan kepada 
konsumennya. Masyarakat sebagai konsumen memberikan respon yang 
begitu besar terhadap segala macam penawaran layanan akses internet 
yang ditawarkan oleh operator seluler selaku pelaku usaha. Meningkatnya 
jumlah pengguna layanan akses internet sebagai bentuk dari jasa 
telekomunikasi tentunya harus memperhatikan aspek perlindungannya. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM/21 Tahun 2001 Tentang 
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. 
 Pada kenyataannya kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak 
seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan 
dengan pelaku usaha. Kondisi persaingan usaha di bidang telekomunikasi 
yang semakin ketat membuat konsumen menjadi objek bagi perusahaan 
                                                          
3 Pengguna internet Indonesia nomor enam dunia. 
(http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia
/0/sorotan_media). diakses 12 November 2015. 
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telekomunikasi untuk mencari keuntungan dengan melakukan perbuatan 
yang berpotensi merugikan konsumen, sehingga kepuasaan konsumen 
terabaikan, di antaranya seperti gangguan koneksi internet, kuota data paket 
internet yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada kemasan kartu 
perdana, aktivasi paket internet yang ternyata tidak berhasil, tidak adanya 
pesan pemberitahuan sisa kuota dan batas waktu penggunaan paket 
internet.  
Ini merupakan bentuk kelalaian pelaku usaha yang jika terus dibiarkan 
akan semakin merugikan konsumen. Pesan Pemberitahuan dalam bentuk 
sms merupakan kewajiban bagi operator sebagai pelaku usaha yang 
tercantum dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen), yang mengamanatkan pelaku usaha untuk 
memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi penggunaan 
barang dan/atau jasa. Kewajiban itulah yang menjadi hak konsumen untuk 
mendapatkan informasi yang benar dan jelas atas penggunaan paket internet  
mereka. Kewajiban mengenai informasi yang jelas juga diatur  dalam Pasal 
61 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM/21 Tahun 2001 
Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yakni dalam hal jasa internet 
teleponi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan kartu 
prabayar, penyelenggara internet teleponi untuk keperluan publik harus 
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menginformasikan harga kartu, kandungan pulsa, harga per pulsa dan sisa 
kandungan pulsa.” 
Isi pasal tersebut mengisyaratkan kepada operator untuk 
menginformasikan harga paket internet dan jumlah sisa kuota data internet, 
permasalahan ini pun menarik perhatian Badan Regulasi Telekomunikasi 
Indonesia (selanjutnya disebut BRTI) yang kemudian mengeluarkan Surat 
Edaran Nomor 257/2013, surat edaran ini ditujukan kepada semua direktur 
utama perusahaan telekomunikasi. Melalui surat edaran tersebut BRTI 
memerintahkan operator telekomunikasi berkewajiban memberikan 
pemberitahuan mengenai pemakaian data internet yang jelas4 guna 
menghindarkan konsumen dari kerugian yang mungkin saja akan terjadi. 
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia adalah badan pemerintah yang  
didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang 
Telekomunikasi dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 
2003/Per/M.Kominfo/11/2005 Tentang perubahan pertama atas Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor .KM.31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan 
Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Keberadaan aturan-aturan tersebut 
bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen agar tak 
diabaikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.  
                                                          
4 BRTI Minta Operator Tinjau Ulang Tarif Data . 
(http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3247/BRTI+Minta+Operator+Tinjau+Ulang+Tarif+Data/0/b
erita_satker). diakses 16 Januari 2015. 
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Kenyataannya belakang ini terjadi kasus terkait penggunaan paket 
internet konsumen yang belum mendapatkan pelayanan maksimal.  Tindakan 
operator seluler yang membebankan biaya akses internet pada sisa pulsa 
regular dengan tarif yang lebih mahal tanpa adanya informasi atau 
pemberitahuan terlebih dahulu mengenai jumlah sisa kouta dan batas waktu 
penggunaan paket internet yang telah habis sangat merugikan konsumen.  
Kerugian biasannya berawal dari kuota internet yang telah habis, 
namun, konsumen tidak mendapatkan sms pemberitahuan terkait sisa  kuota 
internet maupun status paket internet yang telah habis tersebut, yang 
kemudian menyebabkan pulsa regular konsumen terpakai sebagai biaya 
akses internet tanpa diketahui oleh konsumen. Di mana pembiayaan melalui 
pulsa regular yang ada tentunya akan menggunakan tarif yang jauh lebih 
mahal dari harga paket 
Penulis sendiri merupakan salah satu konsumen yang dirugikan dengan 
permasalahan ini. Pada tanggal 19 Januari 2016 penulis telah melakukan 
pengaduan ke Kantor Grapari Telkomsel Makassar, berdasarkan keterangan 
dari staf customer service telah banyak pengaduan serupa, namun, staf 
customer service tersebut tidak menyebutkan jumlah konsumen yang 
mengajukan pengaduan secara terperinci. Staf customer service menyatakan 
bahwa hal ini terjadi disebabkan adanya kesalahan teknis dan menyarakan 
kepada konsumen agar mengecek sendiri sisa kuota yang tersedia. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi 
rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen paket internet 
atas kerugian karena tidak adanya pesan pemberitahuan? 
2. Bagaimana Peran pemerintah dalam penyelenggaraan jasa 
telekomunikasi? 
C. Tujuan Penelitian. 
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 
paket internet atas kerugian yang disebabkan tidak adanya sms 
pemberitahuan 
2.  Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyelenggaraan jasa 
telekomunikasi.  
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai bahan refrensi pelengkap dalam pengetahuan dan 
pengembangan studi hukum keperdataan serta menambah 
wawasan dibidang hukum perlindungan konsumen.  
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum  
khusunya terkait perlindungan terhadap pelanggan paket internet 
sebagai konsumen yang tentunya harus memliki kesadaran akan 
haknya yang dilindungi oleh hukum. 
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3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan telekomunikasi 
untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap 
konsumen  agar konsumen tak lagi merasa dirugikan. 
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BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian, Asas, dan Tujuan Perlindungan Konsumen  
Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan 
antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah 
memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan 
kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan 
kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian 
seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya  
berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran 
eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai 
posisi yang kuat.5, dari latar belakang itulah maka diperlukannya 
perlindungan bagi para konsumen 
Achmad Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-
sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut6 : 
a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha. 
b. Konsumen mempunyai hak. 
c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban. 
                                                          
5 Abdul Rasyid Saliman. 2005.  Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh. Kencana Prenada  
Media Group. Jakarta. Hlm. 219. 
6 Happy Susanto. 2008. “Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan”. Visimedia. Jakarta. Hlm. 5. 
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 d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada 
pembangunan nasional. 
e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat. 
     f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa. 
    g. Pemerintah perlu berperan aktif. 
h. Masyarakat juga perlu berperan serta. 
i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai 
bidang. 
j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap 
Menurut Az. Nasution :  
“hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen 
yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur 
dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, 
sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan 
dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan 
barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.”7 
 
Kesewenang-wenangan yang terjadi dan dilakukan oleh para pelaku 
usaha  tersebut tentunya akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. 
Oleh karena itu agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian 
hukum, maka diperlukan seperangkat aturan atau regulasi hukum yang 
mengatur perlindungan konsumen di Indonesia baik yang ditentukan dalam 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang 
                                                          
7 Az. Nasution. 2001. “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”. Diadit Media. Jakarta. Hlm. 
13 . 
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juga dimaksudkan dan masih berlaku memberikan perlindungan konsumen 
baik dalam bidang hukum privat maupun hukum publik.8 
Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki 
dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengaturan tentang 
hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kehadiran Undang-
undang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan suatu praktek kegiatan 
perekonomian yang adil, demokratis, dan efisien sekaligus mendorong 
perbaikan sistem produksi, distribusi dan perdagangan barang dan jasa yang 
lebih aman.9 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa : 
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 
Kalimat yang menyatakan “segala upaya” diharapkan dapat menjadi benteng 
untuk meniadakan tindakan sewenang-wenangan yang merugikan konsumen 
oleh pelaku usaha maupun merugikan pelaku  usaha oleh perbuatan 
konsumen.10 
Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan: manfaat, keadilan, 
                                                          
8 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014,  “Hukum Perlindungan Konsumen”. Rajawali Pers. Jakarta. 
Hlm.2. 
9 Firman Tumantara Endipradja. 2016. “Hukum Perlindungan Konsumen, Filosofi Perlindungan 
Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan”. Setara Press. Malang. Hlm. 125.  
10Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit. Hlm 1. 
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keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian 
hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:11 
1). Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 
secara keseluruhan. 
2). Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 
kewajibannya secara adil. 
3.) Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 
materiil dan spiritual. 
4.) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalam penggunaan, pemakai, dan pemanfaatanbarang dan/atau jasa yang 
dikonsumsi atau digunakan. 
5.) Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
                                                          
11 Ibid. hlm. 25-26. 
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menyelengggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin 
kepastian hukum.   
Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut: 12 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri. 
b.Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 
informasi. 
e.Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung 
jawab dalam berusaha. 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi baranga dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan konsumen. 
Perlindungan Konsumen merupakan masalah kepentingan manusia 
oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa untuk dapat 
                                                          
12 Ibid. hlm.33-34 
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mewujudkannya, karena didalamnya mempunyai keterkaitan satu sama lain 
antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.13 
2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha 
Istilah konsumen berasal dari bahasa consumer (Inggris Amerika) atau 
consument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer adalah  lawan dari 
produsen, setiap orang yang menggunakan barang.14  
Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, konsumen adalah setiap 
orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang 
berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. Disebutkannya 
kata “berasal dari pelaku usaha” dalam rumusan di atas, karena pengertian 
konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat terkait 
dengan masalah ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha.15 
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen. 
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 
 
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen 
antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu 
produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan 
                                                          
13 Firman Tumantara Endipradj. Op.Cit. Hlm.123. 
14 Celina Tiri Siwi Kristiyanti. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.22. 
15 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Op.Cit. Hlm 7. 
16 
 
suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu barang lainnya. 
Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.16 
Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang 
cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan 
pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memproleh 
perlindungan yang sama dengan pemakai.17 Sedangkan di Eropa pengertian 
konsumen bersumber dari Product Liability Directive sebagai pedoman bagi 
Negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. 
Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah 
pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian 
berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.18 
Keberadaan konsumen tentunya tidak dapat dipisahkan dengan 
keberadaan  pelaku usaha, interaksi antara keduanya merupakan hal yang 
mutlak harus diatur dalam Undang-undang,  Sidharta mengemukakan bahwa 
dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen digunakan kata pelaku 
usaha yang bermakna lebih luas karena untuk memberi arti sekaligus bagi 
kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain 
yang lazim diberikan.19 
Pengertian pelaku usaha secara normatif termuat dalam Pasal 1 Angka 
(3) UUPK, yaitu: 
                                                          
16 Ibid. Hlm.4. 
17 Ibid. Hlm.7. 
18 Ibid.Hlm.7. 
19 Shidarta. 2000. “Hukum Perjanjian Konsumen Indonesia”. Grasindo. Jakarta.  Hlm.2. 
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“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi.” 
 
Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, 
korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. 
Pengertian Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, 
pengecer, dan sebagainya.20 
3.Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen 
 
Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen dengan 
konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus berkesinambungan. 
Hubungan tersebut terjadi karena keduannya memang saling menghendaki  
dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu 
dengan yang lain.21 
Menurut H.Salim H.S: 
Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek 
hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, subjek hukum yang 
satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain 
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang 
telah disepakatinya.22 
 
                                                          
20 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Op.Cit. Hlm 8. 
21 Celina Tri Siwi Kristiyanti. Op.cit. Hlm.9. 
22 Salim HS.  2008 . “Hukum Kontrak,Teori & Teknik Penyusunan Kontrak”.  Sinar Grafika. Jakarta. 
Hlm. 27. 
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Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada 
dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak 
mungkin pelaku usaha dapata mempertahankan kelangsungan usahanya. 
Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasi produksi pelaku 
usaha.23 
a. Hubungan Langsung 
Hubungan langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah 
hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat secara langsung 
dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, 
pengalihan barang/jasa dari produsen kepada konsumen, pada umumnya 
dilakukan dengan perjualan jual-beli, baik yang dilakukan secara lisan 
maupun secara tertulis.24 Definisi perjanjian sendiri telah diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu: 
“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih.” 
b. Hubungan Tidak Langsung 
Hubungan tidak langsung yang dimaksud pada bagian ini adalah 
hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung 
                                                          
23 Abdul Halim Barkatullah. “Hak-Hak Konsumen”. Nusa Media. Bandung. Hlm.14. 
24 Ahmadi Miru. 2011. “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia”. Rajawali 
Pers. Jakarta. Hlm.34 
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terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak di antara pihak konsumen 
dan produsen.25 
Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak 
produsen dengan konsumen ini tidak  berarti bahwa pihak konsumen yang 
dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan 
siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan 
tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan 
tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-
undang. Sumber perikatan yang berupa undang-undang ini masih dapat 
dibagi lagi dalam undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan 
manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. Berdasarkan 
pembagian sumber perikatan tersebut, maka sumber perikatan yang terakhir, 
yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum 
merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan perlindungan 
konsumen.26 Artinya apabila sebelumnya tidak ada perjanjian, konsumen 
tetap saja memiliki hak untuk menuntut secara perdata, yakni melalui 
ketentuan perbuatan melawan hukum. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
25 Ibid. Hlm.35. 
26 Ibid. Hlm 36. 
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4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 
Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang 
perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi 
barangdan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi seperti ini di satu pihak 
mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau 
jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena 
adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang. Tetapi di 
sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan konsumen berada pada posisi 
yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan 
yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara 
penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan. Berkenaan 
dengan pertimbangan tersebut, maka perlu juga diketengahkan apa yang 
menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sebagai berikut:27 
a. Hak dan Kewajiban Konsumen  
Perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah 
hak (hukum) konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan-tindakan 
yang mungkin merugikan yang dilakukan pihak lain. Hak-hak ini merupakan 
hak-hak yang sifatnya mendasar dan universal sehingga perlu mendapat 
jaminan dari Negara atas pemenuhannya.28 
                                                          
27 Ibid.hlm.37. 
28 Janus Sidabalok. 2014. “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”.Citra Aditya Bakti. Bandung. 
Hlm.24. 
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Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting 
agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri 
sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya 
ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. 
Hak-hak dasar bagi konsumen pertama kali dikemukkan oleh Presiden 
J.F Kennedy pada tanggal 15 Maret 1962 yang dikenal dengan Consumer’s 
Bill of  Right  yang terdiri dari:29 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) 
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right tobe informed) 
3. Hak untuk memilih (the right to choose) 
4. Hak untuk didengar (the right to be heard) 
Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi 
Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 194, masing-
masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi 
Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers Union-IOCU) 
ditambahkan hak dasar konsumen lainhnya, yaitu: 30 
1. Hak untuk kebutuhan hidup 
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi 
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 
                                                          
 29 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit. Hhlm.38. 
 30 Ibid. Hlm 39. 
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Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan 
hak konsumen adalah :31 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dimaksudkan menjamin 
keamanan dan keselamatan konsumen dalam pengugunaan barang 
atau jasa yang diprolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari 
kerugian penggunaan produk. 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan, dimaksudkan untuk melindungi konsumen 
dari kerugian akibat permainan harga yang tidak wajar.  Karena dalam 
keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang 
yang jauh lebih tinggi dari pada kegunaan atau kualitas dan kuantitas 
barang atau jasa yang diperolehnya. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa, dimaksudkan agar konsumen dapat 
memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena 
dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang 
diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat 
kesalahan dalam penggunaan produk. 
                                                          
 31 Ibid. Hlm 41-46. 
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d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan, hak ini berupa pertanyaan tentang berbagai hal 
yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang 
diprooleh tentang produk tersebut kurang memadai atau berupa 
pengaduan atas suatu barang. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, 
dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah 
dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hukum. 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, 
dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun 
keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat 
penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, 
konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih 
suatu produk yang dibutuhkan. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dimaksudkan  untuk 
memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya 
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penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan 
konsumen. 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Apabila konsumen memang benar-benar akan dilindungi, maka 
tentunya hak-hak dari konsumen tersebut harus dipenuhi secara utuh oleh 
pemerintah dan terutama oleh para pelaku usaha. 
Selain berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, hak 
konsumen juga dapat ditunjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 
Tentang Telekomunikasi, dimana konsumen memiliki hak sebagai berikut:  
Pasal 14 “ Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang 
sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa 
telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.”  
 
Pasal 15 ayat (1) “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggaraan     
telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang  
berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara 
telekomunikasi. 
 
Manusia sebagai subjek hukum berperan sebagai pemangku hak dan 
kewajiban, dan hukum diciptakan untuk mengatur manusia dalam perannya 
tersebut. Ketika konsumen telah mengetahui akan hak-haknya mereka juga 
tidak boleh melupakan kewajiban-kewajibannya agar perbuatannya tersebut 
juga tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Mengingat asas 
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keseimbangan yang menginginkan adanya kesamaan antara hak dan 
kewajiban.  
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen  kewajiban 
konsumen diatur dalam Pasal 5, yaitu: 
“a.Membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa , demi keamanan 
dan keselamatan 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa 
c.  Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 
d.Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.” 
 
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  
Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur tentang 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen, melainkan juga hak-hak dan  
kewajiban-kewajiban pelaku usaha guna tetap menjaga keseimbangan antar 
konsumen dan pelaku usaha dalam bidang perekonomian. 
Terdapat pada Pasal 6, hak pelaku usaha adalah : 
“a.Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan   kesepakatan   
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang 
diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan  
konsumen yang beritikad tidak baik. 
c. Hak melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian   
hukum sengketa konsumen. 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa 
yang diperdagangkan. 
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e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.” 
 
Adapun pengaturan mengenai kewajiban dari pelaku usaha tertuang dalam 
Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu : 
 “a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,  
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan 
konsumen dalam memberikan pelyanan. 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku. 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian.” 
 
Maksud poin a, itikad baik diatur dalam Pasal 1338 BW bahwa 
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, itikad baik ini lebih 
ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam 
melakukan kegiatan usahanya. Tentang Kewajiban pelaku usaha 
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
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jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan, dan pemeliharaan, penyampaian informasi terhadap konsumen 
tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa 
intruksi.32 
Selain berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
kewajiban pelaku usaha selaku penyelenggara telekomunikasi juga diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang  Telekomunikasi: 
Pengaturan mengenai kewajiban dari pelaku usaha tertuang dalam beberapa 
Pasal, yaitu: 
Pasal 15 ayat 2: “Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan 
ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali penyelenggara 
telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan 
diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalainnyan”. 
Pasal 16 ayat 1: “Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan 
atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi 
dalam pelayanan universal”.   
Pasal 18   ayat 1: ”Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib 
mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang 
digunakan oleh pengguna telekomunikasi.” 
Pasal 19:  “Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin 
kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk 
memenuhi kebutuhan telekomunikasi”.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
32 Celina Tiri Siwi Kristiyanti. Op.cit. Hlm.44. 
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5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
 Kewajiban – kewajiban yang dibebankan terhadap pelaku usaha baik 
berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-
Undang Telekomunikasi mencakup tanggung jawab yang harus dipikul 
pelaku usaha  dalam menjalankan usahanya ketika ada konsumen yang 
merasa dirugikan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggung 
jawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi atau 
diperdagangkannya.33 
Dalam menentukan dan menganilisis siapa yang harus bertanggung 
jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-
pihak terkait  maka diperlukan kehati-hatian dalam menganalisisnya.34  
Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen diatur mengenai lingkup tanggung jawab pelaku 
usaha, yakni. 
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang 
                                                          
33 Eli Wuria Dewi. 2015. “Hukum Perlindungan Konsumen”. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm.61. 
34 Celina Tiri Siwi Kristiyanti. Op.cit. Hlm.92. 
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sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari 
setelah tanggal transaksi. 
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak meghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure 
kesalahan. 
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa 
tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas 
kerusakan, tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan tanggung 
jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.35 
Menurut Ahmadi Miru secara umum tuntutan ganti kerugian yang 
dialami konsumen baik yang berupa kerugian materi, fisik, maupun jiwa, 
dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang 
                                                          
35 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit, Hlm.126. 
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secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian 
berdasarkan: 
1. Berdasarkan Wanprestasi, apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan 
pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat 
terikat suatu perjanjian. Sebagaimana diuraiakan dalam Pasal 1338 BW 
memberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja 
dan tentang apa saja asal tidak bertentangan dengan itikad baik, dari 
perjanjian yang diadakan inilah timbul kewajiban terhadap pihak lawan 
yang dirugikan karena perjanjian tersebut.36 Dengan demikian, pihak 
ketiga yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan 
wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi 
merupakan akibat tidak dipenuhi kewajiban utama atau kewajiban 
tambahan. Dalam tanggung gugat berdasarkan wanprestasi kewajiban 
untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan 
klausula dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang oleh 
kedua pihak secara sukarela tunduk berdasakan perjanjiannya.37 
2. Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum, tuntutan yang didasarkan 
pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan 
perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti 
kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun 
                                                          
36 Nurhayati Abbas. 2011. “Tanggung Jawab Produk Terhadap konsumen dan Implementasinya Pada 
Produk Pangan”. ASPublshing. Makassar. Hlm 69. 
37 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Op.cit, hlm.127-129. 
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tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan 
konsumen. Dasar tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum 
adalah Pasal 1365 BW “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang 
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 
Mencakup pula perbuatan melanggar hukum di dalam Undang-undang 
yang bersifat khusus. Dengan demikian, pihak ketiga dapat menuntut 
ganti kerugian. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian 
harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:38 
a. ada perbuatan melanggar hukum, berupa melanggar hak orang lain, 
bertentangan  dengan kewajiban hukum si pembuat. Kewajiban hukum 
yang dimaksud adalah kewajiban menurut undang-undang, baik yang 
termasuk hukum publik maupun hukum privat. 
b. ada kerugian, dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang 
menimpa diri sendiri dan kerugian yang menimpa harta benda 
seseorang. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus 
dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti 
kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi 
dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi 
kerugian.39 
                                                          
38 Ibid. hlm.129-130  
39  Ibid. Hlm.133. 
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c. ada hubungan sebab akibat, adanya akibat disebabkan oleh faktor 
yang secara yuridis relevan yakni penyebab yang secara wajar dapat 
menimbulkan akibat itu.40 
d. adanya kesalahan, kesalahan merupakan bagian dari perbuatan 
melanggar hukum. Kesalahan memiliki 3 unsur yaitu: perbuatan yang 
dilakukan dapat disesalkan, perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya, 
dapat dpertanggungjawabkan debitur dalam dalam keadaan cakap41 
Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan 
kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak 
terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemapuan/kekayaan pihak yang 
bersangkutan. 
 
B.  PenyelenggaraanTelekomunikasi 
Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan 
startegis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta 
memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara harus senantiasa 
ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat 
pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam 
penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 
                                                          
40 Ibid. Hlm.137. 
41 Ibid. Hlm.140. 
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1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan bahwa penyelenggaraan 
telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, 
penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan  penyelenggaraan telekomunikasi 
khusus.  
1. Peyelengaraan Jasa Telekomunikasi 
 
 Sejak tahun 1989, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor 
telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas di bidang 
telekomunikasi. Dengan demikian, PT. Telkom tidak lagi memonopoli 
telekomunikasi  di Indonesia. Dalam perkembangannya muncul persaingan 
antara perusahaan telekomunikasi maka dibentuklah badan regulasi 
independen, sebuah Badan Regulasi Mandiri yang diharapkan dapat 
melindungi kepentingan publik (pengguna telekomunikasi) dan mendukung 
serta melindungi kompetisi bisnis telekomunikasi sehingga menjadi sehat, 
efisien dan menarik para investor. Tanggal 11 Juli 2003 akhirnya pemerintah 
mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2003 tentang 
Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), fungsi BRTI 
terdiri dari pengaturan, pengawasan, dan pengendalian42. Terkait dengan 
permasalahan dalam penelitian ini BRTI telah menerbitkan Surat Edaran 
Nomor 257/2013, surat edaran ini ditujukan kepada semua direktur utama 
perusahaan telekomunikasi, melalui surat edaran tersebut BRTI 
                                                          
42 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Regulasi_Telekomunikasi_Indonesia). diakses 16 Januari 2015. 
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memerintahkan operator telekomunikasi berkewajiban memberikan 
pemberitahuan mengenai pemakaian data internet yang jelas43 ini guna 
menghindarkan konsumen dari kerugian yang mungkin saja akan terjadi. 
 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi yang dimaksud dengan: 
1. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk 
memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan 
jaringan telekomunikasi. 
2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan 
dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan 
terselenggaraanya telekomunikasi  
 
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi merupakan kegiatan usaha yang 
terpisah dari penyelenggaraan jaringan yang sudah ada, yang dimaksud 
dengan kegiatan usaha yang terpisah adalah adanya pemisahan sistem 
pembukuan secara tegas dalam setiap usaha penyelenggaraan 
telekomunikasi. Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan 
jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi 
termasuk didalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa 
akses internet dan jasa televisi berbayar: 
a. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar. 
                                                          
43 BRTI Minta Operator Tinjau Ulang Tarif Data 
(http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3247/BRTI+Minta+Operator+Tinjau+Ulang+Tarif+Data/0/b
erita_satker). diakses. 16 Januari 2015. 
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Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa 
telepon yang menggunakan jaringan tetap yaitu telepon, faksimili, teleks dan 
telegraf. 
b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi. 
Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraan jasa 
yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar, seperti jasa 
jaringan pintar, kartu panggil (calling card), jasa-jasa dengan teknologi 
interaktif (voice responce) dan radio panggil untuk umum. 
c. Penyelenggaraan jasa multimedia. 
Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa 
telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi 
termasuk didalamnya antara lain : 
1. Jasa voice over internet protocol (VOIP). 
2. Jasa Akses Internet (Internet Service Provider). 
3. Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point). 
4. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik. 
5. Jasa Sistem Komunikasi Data. 
6. Jasa Penyediaan Konten. 
2. Penyedia Jasa Layanan Internet 
Menurut Ketua Umum APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet 
Indonesia) Semuel A Pangerapan, selama tahun 2014 menunjukkan 
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pengguna internet naik menjadi 88,1 juta atau dengan kata lain penetrasi 
sebesar 34,9%. dari sisi jumlah penduduk, pengguna internet mengalami 
pertumbuhan 16,2 juta pengguna, yaitu dari 71,9 juta menjadi 88,1 juta 
pengguna. Survey yang dilakukan terhadap 2000 pengguna internet di 42 
kota baik urban dan rural Indonesia sekaligus memberikan gambaran 
demografis pengguna internet, perilaku serta gaya hidup mereka yang secara 
keseluruhan menggambarkan tren penggunaan internet di Indonesia.44 
Memasuki tahun 2015 pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam 
hal ini Direktur Jenderal Aplikasi dan Teknologi Informatika Bambang Heru 
Tjahjono, mengklaim di akhir tahun 2015 jumlah pengguna Internet di 
Indonesia telah mencapai angka 150 juta orang, atau sekitar 61% dari total 
penduduk45. 
Dengan semakin banyaknya pengguna telepon seluler maka banyak 
perusahaan selulerpun berpikir untuk dapat sekaligus menjadi penyelenggara 
jasa layanan Internet. Banyak perusahaan penyedia jasa layanan seluler 
yang mengeluarkan layanan internet, baik berupa modem maupun layanan 
internet langsung dari handphone, perusahaan telekomunikasi seluler yang 
menyediakan layanan dengan akses internet terbesar pada telepon seluler, 
yaitu : 
                                                          
44Pengguna internet Indonesia tahun 2014. (http://www.apjii.or.id/read/content/info-
terkini/301/pengguna-internet-indonesia-tahun-2014-sebanyak-88.html). diakses 9 November 2015. 
45Pengguna internet Indonesia diperkirakan masuk jajaran 5 besar dunia tahun 2007, 
(https://dailysocial.id/post/pengguna-internet-di-indonesia-diperkirakan-masuk-jajaran-lima-besar-
dunia-tahun-2017/). diakses 18 Februari 2016. 
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a. PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Telkomsel merupakan 
salah satu cabang perusahaan dari Telkom Indonesia dan 
merupakan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. 
Telkomsel mempunyai beberapa produk, yaitu: kartuHalo, 
simPATI, Kartu As, Kartu As Flexi. Dengan macam layanan paket 
intenet telkomsel flash ultima dan flash optima.46 
b. PT. Indosat,  Indosat  adalah salah satu perusahaan penyedia jasa 
telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia 
menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon 
genggam dengan pilihan pra bayar maupun pascabayar dengan 
merek jual Matrix, Mentari dan IM3.47 
c. PT. XL Axiata, Sebagai salah satu provider kelas atas XL 
senantiasa ingin memberikan layanan terbaik mereka baik untuk 
personal maupun untuk sebuah korporasi. Konsumen bisa 
menyesuaikan  paket layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. 
Jenis-jenis layanan internet yang disediakan XL yaitu Paket 
HotRod 3G+, Paket XL HotRod 3G, Paket Super Ngebut, Paket XL 
Unlimited.48 
d. PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri), Paket Internet Tri merupkan salah 
satu layanan operator GSM yang ada di Indonesia.  Ada banyak 
                                                          
46 http://www.telkomsel.com/paketflash. diakses 15 November 2015. 
47 https://id.wikipedia.org/wiki/Indosat. diakses 15 November 2015 
48 http://www.xl.co.id/id/prabayar/perdana/kartu-perdana-xl-new. diakses 15 November   2015 
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sekali paket internet yang ditawarkan Tri yaitu: Paket interner 
always on, paket internet tri kuota ++, paket kuota tri bulanan.49 
e. PT. Smartfren Telecom, Tbk (Smart), Smarfren memberikan 
berbagai layanan pakai internet dengan banyak macam pilihan 
yakni paket internet smartfren connex, paket internet malam, paket 
internet unlimited booster.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
49  http://tri.co.id/. diakses 15 November 2015.  
50 http://www.smartfren.com/id/. diakses 15 November 2015. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
 
Penulis mengambil lokasi penelitian di Makassar di beberapa 
perusahaan Telekomunikasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 
Makassar. Adapun alasan mengadakan penelitian di lokasi tersebut 
didasarkan pada adanya operator seluler yang menimbulkan masalah dan 
kerugian dalam penggunaan paket internetnya. 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah adalah semua Perusahaan 
Telekomunikasi yaitu PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. Indosat, 
Tbk (Indosat),  PT. XL Axiata, Tbk (XL), PT. Hutchison 3 Indonesia (3), PT. 
Smartfren Telecom, Tbk (Smart), PT.Bakrie Telecom, PT.Sampoerna 
Telekomunikasi Indo, PT.Natrindo Telepon Seluler dan Konsumen pengguna 
dari masing-masing perusahaan telekomunikasi yang bersifat heterogen. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive 
sampling, dengan pertimbangan bahwa hanya yang memenuhi kriteria 
tertentu sesuai tujuan penelitian yang dijadikan sebagai sampel penelitian. 
Berdasarkan teknik penarikan sampel tersebut, maka yang dijadikan sebagai 
sampel penelitian adalah: 
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a. PT. Telkomsel (operator telkomsel), PT.Indosat, PT. Hutchison 3 
(Operator 3), menurut peneliti yang paling memenuhi kriteria yaitu 
sebagai operator seluler yang paling banyak digunakan oleh pengguna 
paket internet. 
b. Konsumen pengguna operator dari Telkomsel sebanyak 10 (sepuluh) 
orang, 5 (lima) orang konsumen operator Indosat dan 5 (lima) orang 
konsumen operator Tri (3) dengan kriteria sebagai pengguna paket 
internet. 
C. Jenis dan Sumber data  
Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam proses 
pelaksanaan penelitian ini, yaitu:  
a. Data Primer berupa data yang penulis peroleh di lapangan melalui 
wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan kepada narasumber 
terkait dengan penelitian ini, narasumber wawancara dalam penelitian ini 
adalah Supervisor Leaders Customer Service dari PT. Telkomsel  
PT.Indosat dan PT. Hutchison 3 (Operator 3), Kepala Sub Bagian Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yakni Bagian Bidang 
Pengembangan Informasi, Aplikasi, dan telematika, Bidang Pos dan 
Telekomunikasi serta Bidang Seksi Pengawasan Kelembagaan.  
Sedangkan teknik kuesioner dilakukan dengan cara membagikan daftar 
pertanyaan kepada responden yakni pengguna paket internet dari 
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Telkomsel sebanyak 10 (sepuluh) orang, 5 (lima) orang konsumen 
operator Indosat dan 5 (lima) orang konsumen operator Tri (3) dengan 
kriteria sebagai pengguna paket internet 
b. Data sekunder berupa pesan pemberitahuan pemakaian data salah satu 
operator, dan petunjuk penggunaan pengaktifan paket internet salah satu 
operator serta data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang 
mencakup tulisan-tulisan yang melalui hasil penelitian ilmiah, buku-buku 
dan internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam 
penelitian.  
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang penulis gunakan antara 
lain:  
a. Teknik Wawancara  
Wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya 
jawab berdasarkan daftar pernyataan yang telah disiapkan untuk 
memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan 
kepada Supervisor Leaders Customer Service dari Telkomsel di Kantor 
Grapari Telkomsel Makassar, Supervisor Leaders Customer Service di 
Kantor Galeri Indosat, Supervisor Leaders Customer Service di Kantor 
Layanan Tri (3) Makassar dan Kepala Sub Bagian Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Makassar Bagian Bidang Pengembangan Informasi, 
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Aplikasi, dan telematika, Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Bidang Seksi 
Pengawasan Kelembagaan. 
 b. Teknik Kuesioner  
Teknik kuesioner dilakukan dengan cara membagikan daftar 
pertanyaan kepada responden yang jumlahnya telah ditentukan yakni 
pengguna operator dari Telkomsel sebanyak 10 (sepuluh) orang dan masing-
masing 5 (lima) orang konsumen operator Indosat dan Tri. 
E.Teknik Analisis Data  
 
 Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, 
penulis kemudian mengolah data tersebut. Penulis menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan 
menjelaskan permasalahan mengenai perlindungan konsumen dalam 
hubungannya dengan hukum perlindungan konsumen atas penggunaan 
paket internet pada telepon seluler. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Paket Internet Atas Kerugian 
yang Disebabkan Tidak Adanya Pesan Pemberitahuan 
 Di zaman modern saat ini telepon seluler telah menjadi bagian dari 
gaya hidup masyarakat. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, 
hampir semuanya memiliki telepon seluler. Seiring meningkatnya gaya hidup 
masyarakat modern yang bergantung pada telepon seluler, Indonesia kini 
tengah menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan pengguna 
smartphone terbanyak di dunia, pernyataan tersebut disampaikan oleh  
Martin Niens, digital specialist dari Arcade.51 
Keberadaan telepon seluler kini tidak saja digunakan hanya untuk 
melakukan panggilan suara/menelpon, kini telepon seluler yang berbasis 
smartphone dapat melakukan aktifitas lainya sesuai fitur yang diinginkan oleh 
penggunanya, seperti yang peneliti telah lakukan dengan mengajukan  
pertanyaan melalui kuesioner kepada 20 (dua puluh) orang responden. Dapat 
dilihat selain untuk melakukan panggilan telepon beberapa responden lebih 
sering menggunakan telepon selulernya untuk mengakses internet, yang 
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini: 
                                                          
51 Berita Online Koran Replubika. (http://www.republika.co.id/berita/trendtek/gadget/14/11/02/neehfh-
pengguna-smartphone-indonesia-peringkat-kelima-dunia). diakses tanggal 20 Maret 2016. 
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Tabel 1. : Aktivitas melalui  telepon seluler yang paling sering 
digunakan 
No Fitur yang digunakan Jumlah 
Responden 
Presentase 
(%) 
1 Sms (short message 
service) 
3 15 
2 Akses internet 17 85 
3 Layanan konten 
berbayar 
0 0 
 Jumlah 20 100% 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 
Dari data yang diperoleh, diketahui dari 10 orang responden pengguna 
operator Telkomsel yakni 7 (tujuh) orang lebih sering menggunakan telepon 
selulernya untuk layanan akses internet dan 3 (tiga) orang sisanya lebih 
sering menggunakan layanan sms. Untuk operator Indosat dan Tri semua 
respondenya yang berjumlah masing-masing 5 (lima) orang juga lebih sering 
menggunakan fitur akses internet pada telepon selulernya. 
Berdasarkan pengumpulan data kuisoner tersebut dapat dilihat bahwa 
dari 20 (dua puluh) orang responden, rata-rata mereka lebih banyak 
menggunakan telepon selulernya untuk mengakses internet yaitu sebanyak 
17 (tujuh belas) orang atau 85 persen, namun tidak sedikit pula yang lebih 
sering menggunakan fitur sms (short message service) yaitu sebanyak 3 
(tiga) orang atau 15 persen. 
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Dapat dilihat bahwa akses internet saat ini sudah menjadi kebutuhan 
yang sangat penting bagi masyarakat, ketika ditanyakan kepada beberapa 
responden mengapa lebih banyak menggunakan layanan akses internet,  
mereka berpendapat bahwa akses internet saat ini sangat penting untuk 
dimiliki. Karena dengan adanya layanan akses internet di telepon seluler 
tentunya memudahkan bagi siapapun untuk mencari informasi yang 
dibutuhkan serta aktivitas menelpon maupun berkirim pesan singkat jauh 
lebih efisien jika menggunakan bantuan akses internet. 
Terlihat bahwa akses internet paling banyak diakses melalui telepon 
seluler kemudian disusul dengan perangkat telekomunikasi atau perangkat 
elektronik lainnya seperti laptop/notebook. Semakin banyaknya pengguna 
telepon seluler yang mengakses internet maka banyak perusahaan 
selulerpun berpikir untuk dapat sekaligus menjadi penyelenggara jasa 
layanan Internet, baik berupa modem maupun layanan internet langsung dari 
telepon seluler. 
Peningkatan pengguna internet tersebut tentunya dipengaruhi oleh 
beberapa faktor atau alasan tertentu mengapa menggunakan layanan 
internet dari operator tersebut. Untuk mengetahui alasan konsumen 
menggunakan layanan internet dari setiap operator seluler yang ada, maka 
dilakukan pengajuan pertanyaan melalui kuesioner kepada 20 (dua puluh) 
orang responden. Untuk mengetahui faktor yang diuatamakan konsumen 
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dalam memilih menggunakan layanan paket internet pada ketiga operator 
tertentu yaitu Telkomsel, Indosat dan Tri. Dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 2 : Faktor yang diutamakan dalam memilih paket Internet  pada operator 
tertentu 
] Faktor Jumlah 
Responden 
Presentase (%) 
1 
Karena kualitas jaringan yang 
bagus 
9 45 
2 Karena harga paket internet yang 
relatif murah 
10 50 
3 Karena memiliki banyak pilihan 
paket internet 
1 5 
 Jumlah 20 100% 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016. 
Dari 10 (sepuluh) orang responden Telkomsel, sebanyak 7 (tujuh) orang 
lebih mengutamakan kualitas atau jangkauan jaringan yang luas dan bagus, 
sisanya sebanyak 3 (tiga) orang lebih mengutamakan harga paket internet 
yang relatif murah. Untuk responden operator Indosat sebanyak 4 (empat) 
orang lebih mengutamakan harga paket yang murah dan sisanya 1 orang 
responden mengutamakan kualitas jaringan yang luas. Bagi responden 
operator Tri sebanyak 3 (tiga) orang mengutamakan harga paket yang 
murah, 1 orang karena kualitas jaringan dan 1 orang lainnya lebih 
mengutamakan karena adanya pilihan macam paket yang disediakan.  
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Tabel di atas menunjukkan bahwa yang menjadi faktor yang 
diutamakan responden dalam memilih paket internet yang ditawarkan adalah 
sebanyak 10 (sepuluh) orang respoden atau 50 persen lebih 
mempertimbangkan faktor harga paket internet yang terjamin atau relatif 
murah, namun ada juga responden yang lebih mengutamakan faktor kualitas 
jaringan internet dari operatornya yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang 
responden atau  45 persen dan 1 (satu) orang respoden atau 5 persen 
memilih karena banyaknya pilihan paket yang ditawarkan. 
Faktor–faktor yang menjadi penentu bagi konsumen di atas dalam 
memilih paket internet merupakan suatu bentuk keunggulan-keunggulan  
yang diberikan oleh masing-masing operator. Berdasarkan wawancara 
dengan Operator Telkomsel melalui Bapak Ikhlas selaku Supervisor Leader 
Customer Service dari Operator Telkomsel mengatakan, bahwa Telkomsel 
sebagai salah satu operator seluler yang dipilih oleh konsumen, dalam 
memberikan layanan paket internet pastinya memiliki keunggulan-
keunggulan yang akhirnya menjadi faktor konsumen untuk memilih 
Telkomsel. Macam keunggulan tersebut berupa banyaknya pilihan paket 
internet menarik yang ditawarkan, bagi yang menggunakan kartu prabayar 
ada paket internet yang berbasis kuota dan untuk kartu pasca bayar berbasis 
unlimited. Dari macam pilihan paket internet tersebut, memiliki harga yang 
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beragam namun tetap dapat terjangkau oleh konsumen, keunggulan lainnya 
terletak pada koneksi jaringan Telkomsel yang lebih luas dan cepat.52 
Melalui wawancara dengan Ibu Siti Fatimah selaku pihak Supervisor 
Leader Customer Service dari Operator Indosat mengatakan, bahwa dalam 
memberikan layanan paket internet kepada konsumen tentunya Indosat 
memiliki keunggulan dibandingkan layanan paket internet dari operator 
lainnya. Pihak Indosat mengatakan bahwa keunggulan tersebut berada pada 
adanya pilihan macam paket Internet yang bisa dibeli oleh konsumen yang 
pada dasarnya terbagi atas 2 macam, yaitu kuota serta unlimited dan dapat 
digunakan berdasarkan jangka waktu perhari, per minggu, dan perbulan53.  
Selain macam pilihan paket, operator Indosat juga menawarkan banyak 
bonus bagi konsumen paket internetnya, bonus tersebut berupa tambahan 
jumlah kuota, bonus menelpon dan bonus sms. Supervisor Leader Customer 
Service Indosat mengatakan, bahwa Indosat juga terkenal dengan 
keunggulan kualitas jaringan yang baik apalagi sekarang indosat telah 
menggunakan jenis layanan data 4g yang tentunya memiliki kecepatan yang 
baik dalam mengakses internet, semua itu tentunya ditawarkan  dengan 
harga yang sangat ekonomis.54   
                                                          
52 Wawancara tanggal 23 April 201 di Grapari Telkomsel. 
53 Wawancara tanggal 21 Maret 2016 di Galeri Indosat. 
54 Wawancara tanggal 21 Maret 2016 di Galeri Indosat. 
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Keunggulan yang ditawarkan operator Tri pun tak jauh berbeda dengan 
operator Telkomsel maupun Indosat, berdasarkan wawancara dengan Bapak 
Ahmad selaku Supervisor Leader Customer Service PT. Hutchison Tri 
(Operator Tri) mengatakan, minat konsumen menggunakan paket internet Tri 
dikarenakan banyaknya keunggulan yang ditawakan dari operator Tri yaitu 
keunggulan dari segi harga yang terjangkau, banyaknya pilihan paket internet 
yang ditawarkan. Walaupun paket Internet yang ditawarkan dari operator Tri 
hanya berbasis kuota, namun tetap terdapat berbagai pilihan baik 
berdasarkan jumlah data kuota yang diinginkan maupun berdasarkan 
pemakaian jangka waktu serta masa aktif internet mengikuti masa aktif 
kartu55.  
Berdasarkan wawancara dengan ketiga operator yang ada yaitu 
Telkomsel, Indosat dan Tri dapat dikatakan bahwa tiap operator mengaku 
memiliki keunggulan-keunggulan dalam paket internet yang ditawarkan. 
Namun dapat dilihat dari pemaparan yang ada bahwa keunggulan yang 
disampaikan tiap operator semuanya memiliki persamaan. Melalui 
wawancara dengan ketiga operator, mereka sepakat bahwa dalam 
menyampaikan keunggulan tersebut tentunya harus dilakukan dengan upaya 
promosi yang tentunya dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan 
paket internet mereka.  
                                                          
55 Wawancara tanggal 24 Maret 2016 di Tri Store. 
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Promosi yang dilakukan biasannya dituangkan dalam media seperti 
spanduk, baliho, banner, koran, sosial media, serta dilakukannya event-event 
tertentu. Bentuk-bentuk promosi yang dilakukan biasannya terkait promosi 
harga, dilakukan perbandingan harga dengan kompetitor lainnya,  yang 
tentunya promosi harga yang ditawarkan  menggunakan harga yang lebih 
murah atau terjangkau. Kemudian promosi bonus yang didapatkan jika 
menggunakan macam pilihan dari paket internet yang ditawarkan56. 
Promosi–promosi yang dilakukan ketiga operator untuk menarik 
konsumen tentunya harus tetap memberikan infomasi memadai yang jelas, 
benar dan jujur, tidak hanya mengandalkan berbagai tawaran yang 
menggiurkan bagi konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen Pasal 8 ayat 1 poin d dan f yaitu: 
“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang: 
(d). tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 
(f).  tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket , 
keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut. 
 Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya menurut survei dari APJII  
(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), selama tahun 2014 
menunjukkan pengguna naik menjadi 88,1 juta atau dengan kata lain 
presentase sebesar 34,9%, dari sisi jumlah penduduk, pengguna internet 
                                                          
56 Wawancara dengan Supervisor Leaders Customer Service operator Telkomsel, Indosat dan Tri. 
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mengalami pertumbuhan 16,2 juta pengguna, yaitu dari 71,9 juta menjadi 
88,1 juta pengguna. Survei  yang dilakukan terhadap 2000 pengguna internet 
di 42 kota baik urban dan rural Indonesia sekaligus memberikan gambaran 
demografis pengguna internet, perilaku serta gaya hidup mereka yang secara 
keseluruhan menggambarkan tren penggunaan internet di Indonesia57, 
bahkan pada 2017 eMarketer memperkirakan pengguna internet di 
 Indonesia bakal mencapai 112 juta orang. 
Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia yang semakin 
meningkat tentunya harus memperhatikan aspek perlindungannya, aspek 
perlindungan yang dimaksud adalah aspek hukum. Perlindungan hukum 
terhadap konsumen telekomunikasi secara umum diatur dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, namun secara 
khusus bagi pengguna jasa telekomunikasi seperti layanan akses internet 
diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM/21 Tahun 2001 
Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. 
 Secara umum mengenai aspek perlindungan hukum bagi konsumen  
diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan 
Konsumen dalam Pasal 1 angka (1) ditetapkan bahwa yang dimaksud 
                                                          
56 Pengguna internet Indonesia tahun 2014 (http://www.apjii.or.id/read/content/info- 
terkini/301/pengguna-internet-indonesia-tahun-2014-sebanyak-88.html).  diakses 9 November 2015. 
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perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
  Keberadaan aturan perundang-undangan tersebut haruslah 
memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen agar hak-haknya 
dapat terpenuhi, serta mencegah tindakan-tindakan dari pelaku usaha yang 
berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Secara khusus tentunya 
berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen 
pengguna jasa telekomunikasi terkhusus bagi pengguna layanan akses 
internet. Namun pada kenyataannya aturan–aturan tersebut belum 
sepenuhnya terimplementasi dengan baik terutama untuk melindungi 
konsumen pengguna paket internet. 
 Terbukti dengan masih banyaknya konsumen yang mengalami 
masalah-masalah dalam penggunaan paket internet mereka, yang akhirnya 
menimbulkan kerugian dan tentunya kerugian tersebut merupakan akibat dari 
adanya hak-hak konsumen yang dilanggar. Sesuai dengan hasil kuisoner 
yang dibagikan kepada 20 orang responden, beberapa responden ternyata  
pernah mengalami masalah dalam penggunaan paket internet mereka. Lebih 
jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :  
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Tabel 3:  Pendapat Responden atas pernah mengalami masalah atau 
kerugian dalam penggunaan paket internet 
No Pernah mengalami 
masalah atau kerugian 
dalam penggunaan paket 
internet. 
Jumlah 
Responden 
Presentase  
(%) 
1  Pernah 16 80 
2 Tidak Pernah 4 20 
 Jumlah 20 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2016 
Dapat dirinci bahwa 10 orang responden Telkomsel, 5 orang responden 
Indosat dan 1 orang responden Tri pernah mengalami masalah dan akhirnya 
menimbulkan kerugian dan sebanyak 4 orang responden dari operator Tri 
mengatakan tidak pernah mengalami masalah atau kerugian dalam 
penggunaan paket internet mereka. Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat 
sebanyak 15 (lima belas) orang respoden atau 80 persen pernah mengalami 
masalah yang mengakibatkan kerugian saat menggunakan paket internet, 
sebanyak 4 orang responden atau 20 persen sisanya mengatakan tidak 
pernah mengalami masalah atau kerugian apapun. 
Untuk mengetahui bentuk-bentuk masalah atau kerugian yang dialami 
saat menggunakan paket internet, maka lebih lanjut diajukan pertanyaan 
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kepada responden yang mengalami permasalahan, beberapa bentuk 
permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel khusus di bawah ini: 
Tabel 4: Bentuk permasalahan yang pernah dialami responden 
No Bentuk permasalahan Jumlah 
Responden 
1 
Tidak dapat mengakses paket internet, 
namun pulsa yang tersedia telah terpotong 
1 
2 Jumlah Kuota yang tersedia tidak 
sebagaimana tercantum dalam ketentuan 
1 
3 Kurangnya informasi pemakaian yang jelas 
sehingga konsumen tidak bisa 
menggunakan paket internet sesuai yang 
diinginkan 
1 
4 Pemotongan pulsa regular yang secara tiba-
tiba tanpa adanya pesan pemberitahuan 
terlebih dahulu 
13 
 Jumlah 16 
        Sumber: Data primer diolah tahun 2016 
Permasalahan yang terjadi dikarenakan kurang memadainnya informasi 
yang diberikan ataupun dapat dipahami oleh konsumen. Dari  masalah atau 
kerugian-kerugian yang ada, menurut survei permasalahan pada nomor 4 
merupakan permasalahan yang paling banyak dialami oleh responden 
sebagai konsumen pengguna paket internet.  
Tindakan operator seluler yang membebankan biaya akses internet 
pada sisa pulsa regular dengan tarif yang lebih mahal, tanpa adanya 
informasi atau pesan pemberitahuan berupa sms terlebih dahulu mengenai 
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jumlah sisa kouta dan batas waktu penggunaan paket internet yang telah 
habis sangat merugikan konsumen. Pembebanan biaya akses internet baru 
disadari konsumen setelah koneksi internet terputus dan pulsa reguler 
konsumen berkurang bahkan habis. 
 Pesan pemberitahuan terkait penggunaan paket internet konsumen 
sebagai bentuk informasi merupakan suatu hal yang sangat penting, menurut 
Ahmadi Miru informasi yang jelas dan benar tentunya sangat dibutuhkan dan 
dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar 
tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat 
memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhan serta terhindar dari 
kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.58 
 Namun, informasi berupa pesan pemberitahuan tersebut belum di 
dapatkan oleh konsumen sesuai dengan yang diharapkan, hal ini didukung 
dengan jawaban 20 orang responden ketika diberikan kuisoner. Selanjutnya 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 
 
 
 
                                                          
58 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014.  “Hukum Perlindungan Konsumen”. Rajawali Pers. Jakarta. 
Hlm.41. 
56 
 
Tabel 5 :  Pendapat Responden terkait mendapatkan atau tidaknya pesan 
pemberitahuan berupa sms  
No Pesan Pemberitahuan Jumlah 
Responden 
Presentase 
(%) 
1 Tidak Pernah mendapatkan sms 
pemberitahuan (pada setiap kali 
penggunaan paket internet tidak pernah 
mendapatkan sms pemberitahuan) 
4 20 
2 Jarang / Tidak selalu mendapatkan sms 
pemberitahuan (skala penggunaan 10 
kali paket internet  hanya 5 kali 
mendapatkan sms pemberitahuan) 
12 60 
3 Selalu mendapatkan sms pemberitahuan 
(pada setiap pemakaian selalu 
mendapatkan sms pemberitahuan) 
4 20 
 Jumlah 20 100% 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 
 Terdapat sebanyak 8 (delapan) orang responden operator Telkomsel 
mengatakan tidak selalu (jarang) mendapatkan sms pemberitahuan terkait 
penggunaan paket internet mereka dan 2 (dua) orang lainnya mengaku tidak 
pernah mendapatkan sms pemberitahuan tersebut. Bagi 3 (tiga) orang 
responden Indosat mengatakan pula tidak selalu mendapatkan sms 
pemberitahuan pada tiap penggunaan paket internet mereka dan sisanya 
yaitu sebanyak 2 orang responden mengatakan tidak pernah mendapatkan 
sms pemberitahuan tersebut. Untuk operator Tri 1 orang respondennya 
mengatakan tidak selalu mendapatkan sms pemberitauan dan 4 orang 
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lainnya mengatakan selalu mendapatkan sms pemberitahuan pada tiap 
pemakaian paket internet mereka. 
 Dapat dilihat dari 20 responden, sebanyak 12 (dua belas) orang 
responden atau 60 persen mengatakan bahwa jarang mendapatkan pesan 
pemberitahuan, 4 (empat) orang responden atau 20 persen mengatakan 
tidak pernah mendapatkan sms pemberitahuan, dan 4 orang responden 
lainnya atau 20 persen mengatakan selalu mendapatkan sms pemberitahuan 
pada tiap penggunaannya. 
Tabel 6: Pendapat Responden atas tidak adanya sms pemberitahuan apakah 
menimbulkan kerugian 
No Tidak adanya Pesan 
pemberitahuan apakah akan 
menimbukan kerugian 
Jumlah 
Responden 
Presentase  
(%) 
1 Ya 17 85 
2 Tidak 3 15 
 Jumlah 20 100% 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 
Berdasarkan data hasil kuisioner pada tabel 6 sebanyak 17 (tujuh belas) 
orang responden atau 85 persen responden yang terdiri dari 10 orang 
responden Telkomsel, 5 orang responden Indosat dan 2 orang responden Tri 
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mengatakan setuju bahwa dengan tidak adanya pesan pemberitahuan 
tentunya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen dan 3 (tiga) responden 
atau 15 persen yang terdiri dari 3 orang responden operator Tri berpendapat 
tidak merasakan kerugian walaupun tidak adanya pesan pemberitahuan. 
Salah satu responden berpendapat walaupun dia tidak pernah mengalami 
permasalahan pemotongan pulsa karena tidak adanya sms pemberitahuan, 
namun menurutnya sms pemberitahuan itu sangat penting bagi konsumen 
guna membantu dalam mengontrol pemakaian data kuota internet. Jika 
pemakaian tersebut tidak dapat dikontrol oleh konsumen sendiri, maka bisa 
saja akan menimbulkan kerugian.59 
Penulis kemudian mengajukan pertanyaan kepada salah satu 
responden untuk lebih mengetahui mengenai bentuk kerugian yang 
dirasakan terkait pemotongan pulsa jika tidak adanya pesan pemberitahuan 
terlebih dahulu.  Menurut responden60 kerugian biasannya berawal dari kuota 
internet yang telah habis, namun konsumen tidak mendapatkan sms 
pemberitahuan terkait sisa  kuota internet maupun status paket internet yang 
telah habis tersebut, yang kemudian menyebabkan pulsa regular konsumen 
terpakai sebagai biaya akses internet tanpa diketahui oleh konsumen. Di 
mana pembiayaan melalui pulsa regular yang ada tentunya akan 
menggunakan tarif yang jauh lebih mahal dari harga paket. 
                                                          
59 Wawancara kepada salah satu responden tanggal 1 April 2016. 
60 Wawancara kepada salah satu responden tanggal 1 April 2016. 
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Pesan Pemberitahuan dalam bentuk sms dari operator seluler selaku 
pelaku usaha  kepada konsumen atas penggunaan paket internet, 
merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang harus dilaksanakan karena 
kewajiban  tersebut tercantum dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang 
mengamanatkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan 
jelas mengenai kondisi penggunaan barang dan/atau jasa.  
Kewajiban itulah yang menjadi hak konsumen untuk mendapatkan 
informasi yang benar dan jelas atas penggunaan paket internet mereka. 
Informasi yang jelas dan benar merupakan sebuah hak yang dimiliki 
konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 4 huruf (c) yaitu, hak atas 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa.  
Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar  
juga diatur  dalam Pasal 61 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 
KM/21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yakni 
dalam hal jasa internet teleponi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
menggunakan kartu prabayar, penyelenggara internet teleponi untuk 
keperluan publik harus menginformasikan harga kartu, kandungan pulsa, 
harga per pulsa dan sisa kandungan pulsa.” Isi pasal tersebut 
60 
 
mengisyaratkan kepada operator untuk menginformasikan harga paket 
internet dan jumlah sisa kuota data internet. 
Sejalan dengan itu BRTI sebagai Badan Regulasi Telekomunikasi 
melihat permasalahan yang ada kemudian mengeluarkan Surat Edaran 
Nomor 257/2013, surat edaran ini ditujukan kepada semua direktur utama 
perusahaan telekomunikasi, melalui surat edaran tersebut BRTI 
memerintahkan operator telekomunikasi berkewajiban memberikan 
pemberitahuan mengenai pemakaian data internet yang jelas61 guna 
menghindarkan konsumen dari kerugian yang mungkin saja akan terjadi. 
Jika pada kenyataannya masih banyak beberapa konsumen 
telekomunikasi khususnya pengguna paket internet yang belum 
mendapatkan informasi pemakaian data internet (paket internet) berupa sms 
pemberitahuan, tentunya hal itu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban 
yang dibebankan kepada pelaku usaha, serta pelanggaran terhadap hak 
konsumen seperti yang tercantum dalam aturan-aturan tersebut. Jika 
kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen tidak terpenuhi maka akan terjadi 
kerugian-kerugian yang dialami konsumen. 
Ketika ditanyakan kepada ketiga operator mengenai apa saja hak dan 
kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, berdasarkan wawancara 
                                                          
61BRTI Minta Operator Tinjau Ulang Tarif Data  
(http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3247/BRTI+Minta+Operator+Tinjau+Ulang+Tarif+Data/0/b
erita_satker). Diakses 16 Januari 2015. 
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dengan Telkomsel, Indosat dan Tri62, mengatakan bahwa tentunya konsumen 
memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang dapat diproleh.  
Kewajiban bagi konsumen pengguna paket internet adalah melakukan 
pembayaran sebelum menikmati layanan dari operator terkait. Adapun hak 
yang diperoleh konsumen yakni konsumen akan memperoleh apa yang telah 
mereka bayar, konsumen dapat selalu melakukan komplain atas keluhan 
yang dirasakan. Pihak Telkomsel, Indosat dan Tri melalui wawancara oleh 
Supervisor Leaders Customer Service mengatakan akan selalu memberikan 
apa yang menjadi hak dari pelanggannya. 
 Menurut penulis, jika pihak operator mengatakan untuk selalu 
memberikan apa yang menjadi hak pelanggannya, sudah seharusnnya hak-
hak konsumen  yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen 
serta Undang-undang Telekomunikasi dapat terwujudkan dan dirasakan oleh 
konsumen telekomunikasi sendiri. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang 
Perlindungan Konsumen  disebutkan hak konsumen adalah : 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan 
                                                          
62 Wawancara dengan Supervisor Leaders Customer Service operator Telkomsel, Indosat dan Tri. 
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 
Selain Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen 
juga dapat ditunjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang 
Telekomunikasi, dimana konsumen memiliki hak sebagai berikut:  
Pasal 14 “ Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang 
sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa 
telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.”  
Pasal 15 ayat 1 “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggaraan     
telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang  
berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara 
telekomunikasi. 
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Sejalan dengan keluhan yang dirasakan oleh beberapa konsumen, 
berdasarkan Wawancara dengan pihak operator yaitu Supervisor Leader 
Customer Service operator Telkomsel63, mengatakan pihaknya sudah 
melakukan pemberian infomasi secara tepat yaitu dengan mengirimkan sms 
pemberitahuan penggunaan paket internet konsumen 3 hari sebelum paket 
internet pelanggan berakhir ataupun ketika batas kuota internet konsumen 
memasuki tahap limit. 
Pesan pemberitahuan yang diterima pelanggan seperti berikut: 
“ Paket Tsel Flash akan berakhir tgl 18/01/2016. Akan diperpanjang dg 
20MB utk 1hari dengan harga 2500 dpt berubah sesuai lokasi anda. 
Pastikan pulsa anda mencukupi. Utk berhenti berlangganan Ketik 
FLASH OFF ke 3636. Info detail tarif lihat di Tsel.me/internet”.64 
 “Kuota Internet anda akan habis. Selanjutnya akan dikenakan tarif  
normal. Untuk tarif lebih hemat, beli paket flash melalui *363#”65 
 Pihak telkomsel menyatakan sebelumnya memang selalu ada keluhan 
pelanggan terkait pesan pemberitahuan yang tak didapatkan, serta pulsa 
yang terpotong karena beban biaya akses internet. Telkomsel menjelaskan 
mengenai pesan pemberitahuan yang tak didapatkan oleh konsumen 
tersebut dikarenakan terdapat kesalahan sistem pada jaringan operator 
Telkomsel, maka dari itu bagi setiap pelanggan yang datang melakukan 
                                                          
63 Wawancara dengan Supervisor Leader Customer Service operator Telkomsel  tanggal 23 April 2016 
64 Data Sekunder berupa sms pemberitahuan dari operator Telkomsel. 
65 Data Sekunder berupa sms pemberitahuan dari operator Telkomsel. 
64 
 
komplain atau keberatan, pihak telkomsel akan menyarankan untuk 
mengecek sendiri masa penggunaan paket internet mereka.66 
 Mengenai keluhan pelanggan akibat pulsa yang terpotong sebagai 
biaya akses internet yang tidak diketahui oleh konsumen, pihak Telkomsel 
menjelaskan bahwa pulsa yang terpotong atau tersedot tersebut dikarenakan 
sistem paket internet Telkomsel yang berbasis kuota menggunakan sistem 
volume based, berbeda dengan internet yang berbasis unlimited 
menggunakan sistem time based. Volume based merupakan cara 
perhitungan tarif koneksi internet berdasarkan jumlah volume pemakaian 
data selama koneksi internet berlangsung. Perhitungannya akan dikenakan 
tarif per kilobyte penggunaan. Maka dari itu sistem volume based yang 
diterapkan bagi pengguna paket internet berbasis kuota ini akan secara 
otomatis menjadikan sisa pulsa regular pelanggan yang ada  sebagai biaya 
penggunaan akses internet.67 Jadi selama konsumen melakukan aktifitas 
akses internet dan konsumen masih memiliki sisa pulsa, maka konsumen 
akan dikenakan pemotongan pulsa sesuai perhitungan kilobyte. 
Wawancara juga dilakukan kepada pihak operator Indosat dan operator 
Tri, operator Indosat  menyatakan68 bahwa Indosat tentunya akan selalu 
menerima pengaduan dari konsumen. Mengenai berapa banyak jumlah 
                                                          
66 Wawancara dengan Supervisor Leader Customer Service operator Telkomsel tanggal 23 April 2016. 
67 Wawancara dengan Supervisor Leader Customer Service operator Telkomsel  tanggal 23 April 2016. 
68 Wawancara dengan Supervisor Leader Customer Service operator Indosat  tanggal 21 Maret 2016. 
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pengaduan yang masuk pihak Indosat tidak menyebutkannnya, pihak Indosat 
hanya menyebutkan tentang keluhan pelanggan terkait paket internet yang 
sangat bermacam-macam, mulai dari aktifasi internet yang tidak terdaftar, 
pemakaian yang limit pada kartu pasca bayar sehingga membayar beban 
tagihan yang besar, serta keluhan konsumen yang terkena pemotongan 
pulsa secara tiba-tiba.  
Ketika ditanyakan mengenai permasalahan pesan pemberitahuan yang 
tidak didapatkan  konsumen dan akhirnya menyedot pulsa regular konsumen, 
pihak Indosat berdalih bahwa Indosat selalu memberikan sms pemberitahuan 
kepada konsumennnya. Melalui pemaparan Ibu Siti Fatimah, menurutnya 
informasi yang diberikan Indosat sudah sangat memadai untuk dipahami oleh 
konsumen. Informasi mengenai produk serta penggunaan produk tertera 
dalam setiap stater pack kartu perdana produk Indosat, penyebaran informasi 
juga dilakukan dengan mengirimkan sms broadcast  baik kepada pelanggan 
yang baru mengaktifkan kartu perdana maupun pelanggan lama. Selain itu 
Indosat juga memiliki wadah bagi pelanggannya,  wadah tersebut berbentuk 
aplikasi bernama oredoo my care, guna aplikasi tersebut menurut beliau 
untuk mempermudah pelanggan mengakses segala keperluan yang 
berhubungan dengan produk Indosat.  
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Mengenai kerugian konsumen di mana pulsa regular yang tersedot oleh 
operator sebagai biaya akses Internet, pihak Indosat menyatakan69 bahwa 
hal tersebut terjadi karena konsumen yang kurang teliti dalam membaca sms 
pemberitahuan. Menurut beliau konsumen sendiri yang terkadang tidak 
memperhatikan sms tersebut, hingga akhirnya konsumen dikenakan tarif 
retail. Tersedotnya pulsa regular konsumen dikarenakan paket internet 
Indosat menggunakan sistem tarif retail, di mana sistem tersebut merupakan 
sistem tarif yang didasarkan pada perhitungan per kilobyte tiap penggunaan 
internet konsumen, namun sistem tarif retail ini hanya dikenakan bagi 
pelanggan yang menggunakan paket internet berbasis kuota yang tentunya 
berbeda dengan yang berbasis unlimited. Jika konsumen tidak mengaktifkan 
atau memperpanjang paket ekstra maka konsumen akan dikenakan tarif 
retail per kilobyte seperti sistem yang digunakan oleh Indosat.  Tarif retail ini 
akan secara otomatis memotong pulsa konsumen jika paket internet 
konsumen telah habis, namun konsumen masih mengakses internet. 
Sedangkan operator Tri berdasarkan Wawancara yang dilakukan70, 
bahwa dalam pemberian informasi, pihak Tri telah memberikan segala bentuk 
informasi bagi konsumen, informasi-informasi tersebut dapat diakses melalui 
Tri care dengan menghungi *111#, website resmi Tri, sms pemberitahuan 
terkait promo paket, notifikasi kuota yang habis, dan juga dapat mengunjungi 
                                                          
69 Wawancara dengan Supervisor Leader Customer Service operator Indosat  tanggal 21 Maret 2016. 
70 Wawancara dengan Supervisor Leader Customer Service operator Tri tanggal 24 Maret  2016. 
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langsung kantor Tri yaitu Tri Store. Sama dengan penjelasan operator 
Telkomsel, dan Indosat, operator Tri pun mengatakan bahwasanya jika sms 
pemberitahuan penggunaan paket internet tidak didapatkan atau terlambat 
didapatkan oleh konsumen, itu dikarenakan kesalahan pada sistem jaringan.   
Namun, berbeda dari penjelasan dari Telkomsel dan Indosat mengenai 
sistem Volume based dan Retail yang terdapat pada internet berbasis kuota 
yang mengakibatkan pulsa regular yang terpakai sebagai biaya akses 
internet ketika kuota habis. Pihak Tri mengatakan bahwa walaupun produk 
internet dari Tri hanya yang berbasis kuota, namun operator Tri tidak 
menggunakan sistem yang sama dengan kedua operator pesanginnya yaitu 
sistem volume based dan retail. Menurut penjelasannya, jika kuota internet 
konsumen telah habis maka pihaknya tidak akan memotong sisa pulsa 
regular konsumennya, bila kuota internet telah habis maka konsumen tidak 
dapat lagi mengakses internet sebelum membeli kembali jenis paket internet 
yang diinginkan. Operator Tri memilih untuk tidak menggunakan sistem 
pemotongan pulsa sebagai biaya akses internet dikarenakan alasan untuk 
mengurangi tingkat keluhan yang akan datang dari konsumen. 
 Berdasarkan wawancara dengan ketiga operator seluler di atas, 
penulis menyimpulkan bahwa ketiga operator mengaku telah memberikan 
informasi setiap saat kepada konsumen yakni informasi yang benar, jelas, 
jujur serta memadai dan mudah dipahami. Jika pada kenyataannya bahwa 
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konsumen belum mendapatkan haknnya atas informasi yang benar jelas dan 
jujur berupa pesan pemberitahuan paket internet yang tidak didapatkan 
ataupun telat sampai kepada konsumen, ketiga operator mengatakan hal itu 
mungkin saja dikarenakan adanya kesalahan pada sistem jaringan. 
Mengenai pemotongan pulsa sebagai beban pembiayaan akses internet yang 
tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya oleh konsumen, bahwasanya pada 
setiap operator memiliki sistem pembiayaan atau sistem perhitungan tarif 
yang berbeda-beda terhadap layanan paket internet mereka, seperti pada 
operator Indosat dan Telkomsel. Keduanya memiliki sistem yang sama 
walaupun keduannya memiliki nama yang berbeda yaitu sistem volume 
based untuk Telkomsel dan sistem retail untuk Indosat, sistem ini biasannya 
hanya berlaku bagi konsumen yang menggunakan paket internet berbasis 
kuota. Sistem volume based maupun sistem retail untuk Indosat merupakan 
sistem perhitungan tarif yang umumnya dihitung berdasarkan per kilobyte, 
ketika kuota internet konsumen telah habis, maka secara otomatis operator 
akan memotong atau menggunakan sisa pulsa yang dimiliki oleh konsumen 
sebagai biaya penggunaan internet selama konsumen masih mengakses 
internet. 
 Namun, berbeda dengan yang diterapkan oleh operator tri, Tri memilih 
untuk tidak menggunakan sistem yang diterapkan seperti Indosat maupun 
Telkomsel. Operator Tri dalam memberikan layanan paket internet kepada 
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konsumen mengunakan sistem sekali bayar di mana ketika kuota internet 
konsumen telah habis maka disaat itu juga koneksi internet sudah tidak 
berjalan lagi dan juga tidak akan memotong secara otomatis pulsa regular 
konsumen. Jika konsumen ingin kembali menggunakan layanan akses 
internet maka konsumen hanya perlu membeli kembali jenis paket internet 
yang diinginkan. 
 Menurut Ahmadi Miru, penyampaian informasi yang benar terhadap 
konsumen mengenai suatu produk dibutuhkan, agar konsumen tidak salah 
terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi 
terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun 
yang berupa intruksi.71 
1. Representasi 
 Perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk, karena 
salah satu penyebab terjadinya kergian terhadap konsumen adalah terjadinya 
misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh 
konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak 
disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, 
sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi 
yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk 
                                                          
71 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014.  “Hukum Perlindungan Konsumen”. Rajawali Pers. Jakarta. 
Hlm.55. 
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yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutup-tutupi.72 
Memang terdapat hubungan yang erat antara iklan terhadap informasi suatu 
produk tertentu yang diberikan kepada konsumen.73 
  Begitu pula dengan promosi-promosi yang dilakukan oleh setiap 
operator seluler dalam mempromosikan paket internet yang ditawarkan, di 
mana menurut penulis operator seluler sepertinya hanya menonjolkan 
keunggulan-keungulan yang ditawarkan, mulai dari promo harga yang murah, 
macam-macam pilihan paket internet serta bonus-bonus kuota yang akan 
diberikan jika menggunakan paket internet dari operator tersebut. Namun jika 
dikaitkan dengan penjelasan operator–operator di atas terkait sistem 
perhitungan tarif berupa sistem retail dan volume based terhadap paket 
internet yang berbasis kuota, sepertinya operator seluler selaku pelaku usaha 
tidak memberikan penjelasan mengenai hal itu. Promosi yang dilakukan oleh 
pelaku usaha terkait paket internet  berbasis kuota yang memiliki keunggulan 
berupa pilihan paket harga murah, serta banyaknya bonus kuota yang bisa 
didapatkan  memang sangat berhasil menarik perhatian konsumen. 
 Terbukti dengan hasil jawaban kuisoner yang dibagikan terhadap 20 
respoden sebagai berikut: 
 
 
                                                          
72 Ibid, Hlm 16. 
73 Yusuf Shofie. 2002. “Pelaku usaha,Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi”. Ghalia Indonesia. 
Jakarta. Hlm.109. 
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Tabel 7: Jenis pilihan paket internet yang digunakan responden 
 
No 
 
Jenis paket internet 
 
Jumlah responden 
   
Presentase 
(%) 
1 Unlimited 0 0 
2 
Kuota 20 100 
 
Jumlah 20 100% 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 
 Dari data di atas semua responden atau 100 persen memilih 
menggunakan internet berbasis kuota. Ketika ditanya mengapa memilih 
menggunakan paket internet yang berbasis kuota, kebanyakan responden 
menjawab karena tergiur dengan promosi harga yang relatif murah serta 
bonus yang di dapatkan dari internet berbasis kuota tesebut.74 
 Semua responden memang menggunakan paket internet berbasis 
kuota, namun para responden ini ternyata tidak mengetahui apa itu sistem 
retail ataupun volume based yang diterapkan pada paket internet yang 
berbasis kuota. Hal itu terbukti dengan jawaban pertanyaan kuisoner yang 
kembali diajukan kepada 20 orang responden, yakni sebagai berikut: 
                                                          
74 Wawancara dengan salah satu responden tanggal 1 April 2016. 
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Tabel 8: Pengetahuan mengenai sistem volume based dan retail 
No Pengetahuan mengenai 
volume based dan sistem 
retail  
Jumlah 
Responden 
Presentase  
(%) 
1 Tahu 0 0 
2 Tidak tahu 20 100 
 Jumlah 20 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2016 
Ternyata semua responden memang tidak mengetahui mengenai apa itu 
sistem volume based dan retail yang diterapkan pada paket internet berbasis 
kuota yang mereka gunakan, responden mengatakan bahwa tidak pernah 
mendengar serta tidak pernah mendapatkan penjelasan apapun dari pihak 
operator seluler. Ketika penulis menjelaskannya kepada responden barulah 
responden mengetahui bahwa pulsa yang terpotong saat menggunakan 
akses internet dikarenakan operator yang digunakan responden menerapkan 
sistem seperti itu pada paket internetnya. 
 Penulis pun pada awalnya tidak mengetahui mengenai apa itu sistem 
volume based maupun sistem retail, penulis baru mengetahuinya setelah 
mengajukan komplain kepada pihak Operator Telkomsel. Penulis 
mengajukan komplain terkait mengapa pulsa terpotong secara tiba-tiba saat 
mengakses internet, padahal penulis pun belum mendapatkan pesan 
pemberitahuan bahwa kuota internet telah habis, namun mengapa pulsa 
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regular konsumen yang terpakai. Dari jawaban customer service yang 
melayani penulis pada saat itu mengatakan, bahwa hal itu terjadi karena 
Telkomsel untuk paket Internet yang berbasis kuota menggunakan sistem 
volume based. Penulis pun menanyakan kepada customer service mengenai  
apa yang dimaksud dengan volume based yang akhirnya customer service 
pun menjelaskan mengenai hal itu. 
Informasi mengenai hal itu harusnya telah didapatkan konsumen 
sebelum konsumen mengalami kerugian dan mengadukan keluhannya 
langsung kepada pihak operator tentunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 
huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa 
pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan 
kegiatan usahanya. Ketentuan Pasal 7 huruf (a) tersebut seharusnya 
dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha, baik ketika diminta atau ditanyakan 
langsung oleh konsumen ataupun tidak secara langsung. Seharusnya 
operator seluler selaku pelaku usaha dalam melakukan respresentasi 
produknya juga memberikan informasi tentang hal ini kepada konsumen 
sebelum konsumen memilih menggunakan produk yang ditawarkan, agar tak 
terjadi misrepresentasi dari konsumen terhadap paket internet yang 
digunakan. 
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2. Peringatan 
Peringatan merupakan bagian dari pemberian informasi kepada 
konsumen yang merupakan pelengkap dari proses produksi.75 Dikaitkan 
dengan permasalahan yang diangkat maka dapat dikatakan bahwa pesan 
pemberitahuan berupa sms merupakan suatu bentuk peringatan dalam 
menggunakan paket internet.  Pesan pemberitahuan dalam bentuk sms 
merupakan suatu bentuk peringatan dari operator seluler bahwa paket 
internet yang digunakan oleh penggunanya memliki sisa kuota sekian 
ataupun peringatan bahwa paket internet yang digunakan akan segera 
berakhir. 
 Berikut bentuk sms pemberitahuan dari salah satu operator76: 
“Plg Yth, sisa kuota Flash Anda 340KB. Download My Telkomsel apps 
di http://tsel.me/tsel utk cek kuota dan beli paket flash atau hub *363#”. 
“Kuota Internet anda akan habis. Selanjutnya akan dikenakan tarif 
normal. Untuk tariff lebih hemat, beli paket flash melalui *363#” 
 
 Namun pada kenyataanya masih ada beberapa konsumen yang belum 
mendapatkan sms pemberitahuan tersebut setiap saat menggunakan paket 
internet. Padahal sms pemberitahuan merupakan sebagai bentuk peringatan 
yang dapat melindungi konsumen agar terhindar dari kerugian akibat 
pemotongan pulsa saat mengakses internet. 
                                                          
75 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014.  “Hukum Perlindungan Konsumen”. Rajawali Pers. Jakarta. 
Hlm.58. 
76 Data Sekunder berupa sms pemberitahuan dari operator Telkomsel. 
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Penulis berpendapat bahwa ketika kuota internet konsumen akan 
segera habis, maka seharusnya konsumen telah mendapatkan sms 
pemberitahuan tersebut, dengan sms pemberitahuan yang ada maka 
konsumen dapat melakukan tahap antisipasi pada pengunaan internet 
mereka agar tidak terjadi kerugian terpotongnya pulsa  regular secara drastis, 
akibat penggunaan tarif normal saat mengakses internet. Dapat dikatakan  ini 
sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang bersifat 
preventif, atau bersifat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak 
konsumen yang menimbulkan kerugian. Bentuk antisipasi yang dapat 
dilakukan yakni dengan cara melakukan setting pada telepon seluler setiap 
konsumen, seperti yang diungkapkan Bapak Ahmad selaku Supervisor 
leaders customer service operator Tri, menyarankan kepada setiap 
konsumen yang mengalami pemotongan pulsa untuk melakukan setting pada 
handphone yang dimiliki, untuk mengecek data seluler, yang artinya ketika 
konsumen telah mendapatkan sms pemberitahuan bahwa paket internet 
mereka akan segera berakhir, maka konsumen sebaiknya harus segera 
melakukan tahap antisipasi dengan mematikan data selulernya atau 
mematikan settingan GPRSnya (General Packet Radio Service) tersebut 
agar koneksi internet benar-benar telah terputus dan tidak menyedot pulsa 
yang ada. 
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3.  Intruksi 
 Selain peringatan, intruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi 
penggunaan produk, juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi 
konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa intruksi atau 
petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi 
produsen agar produknya tidak dianggap cacat.77 
 Intruksi yang diberikan pelaku usaha dalam penggunaan paket internet 
konsumen ini berupa cara penggunaan mulai dari tahap awal pemakaian 
hingga akhir, tahap awal pemakaian dimulai dengan adanya intruksi cara 
mengaktifkan paket internet yang dipilih oleh konsumen. Biasanya intruksi 
untuk aktifasi paket internet tertera pada kemasan kartu atau voucher yang 
dijual, ada pula yang melalui via sms yang berupa promosi paket dan cara 
mengaktifkan paket tersebut, intruksi aktifasi melalui UMB (Ussd Menu 
Browser) seperti short code untuk aktifasi layanan tertentu, contoh *363#, 
*123# dan juga bisa melalui aplikasi-aplikasi khusus dari tiap operator yang 
digunakan seperti myTelkomsel, Bima Tri, dan lain-lain. 
Selain intruksi untuk aktifasi paket internet, ada pula intruksi dalam 
tahap penggunaan paket tersebut, apabila konsumen telah melakukan daftar 
paket internet maka konsumen dapat melakukan cek kuota secara berkala 
guna mengetahui status paket internet mereka. Namun hal ini yang 
terkadang dilupakan oleh konsumen untuk mengecek kuota secara berkala. 
                                                          
77 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014.  Op.cit. Hlm.60. 
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Terkadang konsumen baru melakukan pengecekan kuota ketika akses 
internet mereka sudah tidak berjalan lagi. Sesuai dengan jawaban para 
responden yakni dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 9:  Pendapat Responden atas pengecekan kuota secara berkala: 
 
No  
Pengecekan Kuota 
Jumlah 
Responden 
Presentase 
(%) 
1 
Tidak Pernah sama sekali 6 30 
2 
Jarang 10 50 
3 
Selalu 4 20 
 
Jumlah 20 100% 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui responden Telkomsel sebanyak 1 
orang mengatakan tidak pernah mengecek kuota secara berkala, 6 orang 
lainnya mengatakan jarang mengeceknya serta 3 orang lainnya selalu 
melakukan pengecekan. Pendapat dari responden operator Indosat yaitu 
sebanyak 4 orang mengaku tidak pernah melakukan pengecekan kuota 
secara manual, dan 1 orang sisanya mengakui jarang untuk melakukan 
pengecekan. Sedangkan bagi responden operator Tri sebanyak 1 orang 
responden mengatakan tidak pernah melakukan pengecekan kuota, 3 orang 
responden lainnya mengatakan jarang dan 1 orang sisanya selalu melakukan 
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pengecekan kuota secara berkala. Berikutnya berdasarkan tabel di atas, 
sebanyak 10 (Sembilan) orang responden atau 50 persen mengaku jarang 
melakukan pengecekan kuota secara berkala, biasanya responden 
melakukan pengecekan ketika akses internet yang mereka gunakan mulai 
tidak berjalan, 6 (enam) orang responden atau 30 persen mengatakan tidak 
pernah melakukan pengecekan dikarenakan responden lebih mengandalkan 
layanan sms pemberitahuan terkait status penggunaan paket dari operator 
yang ia digunakan. Sisanya 4 (lima) orang responden atau 20 persen memilih 
untuk selalu melakukan pengecekan kuota dikarenakan responden tersebut 
pernah mengalami kerugian yang akhirnya membuat responden takut 
mengalami kerugian kembali akibat paket internet yang digunakannya 
ternyata telah habis dan menyedot pulsa responden, yang mengakibatkan 
pulsa tersebut berkurang banyak bahkan habis menjadi 0 rupiah. 
Dilihat dari keterangan tabel di atas ternyata masih banyak konsumen 
yang mengharapkan layanan yang maksimal dari operator seluler berupa 
layanan sms pemberitahuan mengenai status penggunaaan paket internet.  
Namun layanan tersebut belum dirasakan secara menyeluruh oleh 
konsumen. Selain itu rasa ketakutan konsumen ketika tidak melakukan 
pengecekan dapat menimbulkan kerugian kembali berupa pemotongan 
pulsa, tentunya akan menghilangkan rasa kenyamanan konsumen dalam 
menggunakan suatu produk tersebut. Padahal konsumen tentunya berhak 
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atas kenyamanan dalam menggunakan suatu produk seperti yang tercantum 
dalam Pasal 4 huruf (a). hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.  
Untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya 
akan memberikan rasa kenyamanan, maupun aman bagi konsumen 
penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau 
jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang 
benar, jelas, dan jujur.78 
Setiap konsumen jasa telekomunikasi yang merasakan kerugian akibat 
hak-haknya dilanggar tentunya konsumen berhak untuk mengajukan 
komplain atau keluhan serta berhak untuk menuntut ganti atas kerugian 
tersebut. 
Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Perlindunan Konsumen huruf 
 
(d). Hak untuk  didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan 
atau jasa yang digunakan. 
(h). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang  
Telekomunikasi, yakni : 
Pasal 15 ayat (1) “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggaraan     
telekomunikasi  yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang  
                                                          
78 Abdul Halim Barkatullah. “Hak-Hak Konsumen”. Nusa Media. Bandung. Hlm.34. 
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berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara 
telekomunikasi 
 
Kewajiban–kewajiban yang dibebankan terhadap pelaku usaha baik 
berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-
Undang Telekomunikasi mencakup tanggung jawab yang harus dipikul 
pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ketika ada konsumen yang 
merasa dirugikan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggung 
jawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi atau 
diperdagangkannya.79 Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atau 
kompensasi meliputi hak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil atas 
penderitaan konsumen yang sebenarnya, konsumen harus mengajukan 
komplain atas penderitaan yang sebenarnya.80 
Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen diatur mengenai lingkup tanggung jawab pelaku 
usaha, yakni. 
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang 
                                                          
79 Eli Wuria Dewi. 2015. “Hukum Perlindungan Konsumen”. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm.61. 
80 M. Sadar. et al. 2012. “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”.  Akademia. Jakarta. Hlm.30. 
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sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari 
setelah tanggal transaksi. 
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak meghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure 
kesalahan. 
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa 
tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas 
kerusakan, tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan tanggung 
jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.81 
Selain berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, 
kewajiban tanggug jawab pelaku usaha selaku penyelenggara telekomunikasi 
juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang  
                                                          
81 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Op.cit, Hlm.126. 
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Telekomunikasi Pengaturan mengenai kewajiban tanggug jawab dari pelaku 
usaha tertcantum  dalam pasal, yaitu: 
Pasal 15 ayat 2: “Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan 
ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali penyelenggara 
telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan 
diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalainnya”. 
Dari ketentuan-ketentuan peraturan perudang-undangan tersebut 
maka tentunya konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi ketika mengalami 
kerugian pemotongan pulsa akibat tidak adanya pesan pemberitahuan 
kepada konsumen terlebih dahulu.  
Menurut Ahmadi Miru, secara umum tuntutan ganti kerugian yang 
dialami konsumen baik yang berupa kerugian materi, fisik, maupun jiwa, 
dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang 
secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian 
berdasarkan wanprestasi dan berdasarkan perbuatan melanggar hukum.82 
Berdasarkan analisa penulis, tanggung jawab yang dapat dibebankan 
kepada operator seluler yakni tanggung jawab ganti kerugian berdasarkan 
perbuatan melanggar hukum. Tuntutan yang didasarkan pada perbuatan 
melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen 
dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh 
setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan 
                                                          
82 Ibid, Hlm 127. 
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perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dasar tuntutan berdasarkan 
perbuatan melanggar hukum adalah Pasal 1365 BW “Tiap perbuatan 
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut.  Mencakup pula perbuatan melanggar hukum di 
dalam Undang-undang yang bersifat khusus. 
Untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur 
sebagai berikut:83 
a. Ada perbuatan melanggar hukum, berupa melanggar hak orang lain, 
bertentangan  dengan kewajiban hukum si pembuat. Kewajiban hukum yang 
dimaksud adalah kewajiban menurut undang-undang, baik yang termasuk 
hukum publik maupun hukum privat. Dalam hal ini pelaku usaha yaitu 
operator seluler tidak melakukan kewajibannya seperti yang tercantum dalam 
ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (b), 
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan, dan pemeliharaan.  
Kewajiban mengenai informasi yang jelas juga diatur  dalam Pasal 61 
ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM/21 Tahun 2001 
Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yakni dalam hal jasa internet 
                                                          
83 Ibid. hlm.129-130  
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teleponi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan kartu 
prabayar, penyelenggara internet teleponi untuk keperluan publik harus 
menginformasikan harga kartu, kandungan pulsa, harga per pulsa dan sisa 
kandungan pulsa.”, serta ketentuan dalam surat edaran BRTI Nomor 
257/2013, dalam surat edaran tersebut BRTI memerintahkan operator 
telekomunikasi berkewajiban memberikan pemberitahuan mengenai 
pemakaian data internet yang jelas84. Selain tidak melakukan  kewajiban 
yang diberikan, penulis berpendapat ada beberapa hak dari konsumen yang 
dilanggar oleh operator seluler, yakni hak atas kenyaman dalam mengunakan 
produk dari operator tersebut kihususnya produk paket internet dan hak atas 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa. 
b.   Ada kerugian, dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa 
diri sendiri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Dalam 
menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya 
harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar 
sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan 
semula seandainya tidak terjadi kerugian.85 Mengenai adanya kerugian yang 
dialami oleh pengguna paket internet tentunya ada, seperti yang telah 
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya kerugian yang dirasakan 
                                                          
84 BRTI Minta Operator Tinjau Ulang Tarif Data . 
(http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3247/BRTI+Minta+Operator+Tinjau+Ulang+Tarif+Data/0/b
erita_satker). diakses 16 Januari 2015 
85 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Op.cit. Hlm.133. 
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konsumen berupa pemotongan pulsa tanpa diketahui sebelumnya oleh 
konsumen. 
c. Ada hubungan sebab akibat, adanya akibat disebabkan oleh faktor yang 
secara yuridis relevan yakni penyebab yang secara wajar dapat menimbulkan 
akibat itu.86 
d. Adanya kesalahan, kesalahan merupakan bagian dari perbuatan 
melanggar hukum. Kesalahan memiliki 3 unsur yaitu: perbuatan yang 
dilakukan dapat disesalkan, perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya, 
dapat dipertanggungjawabkan debitur dalam dalam keadaan cakap87. 
Kesalahan yang dilakukan oleh operator yakni dimana masih ada sebagian 
konsumen yang belum mendapatkan pelayanan maksimal berupa pemberian 
sms pemberitahuan, ketika hal tersebut di konfirmasi kepada pihak operator 
bersangkutan pihak operator mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan 
pada sistem yang dimana pihaknya menyesalkan hal yang dirasakan 
konsumen tersebut dan berjanji akan segera memperbaiki kesalahannya. 
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan 
kewajiban bagi setiap pelaku usaha telekomunikasi untuk bertanggung jawab 
atas segala kesalahannya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi 
konsumen. Mengenai kewajiban untuk bertanggung jawab ini kemudian 
dilakukan wawancara kepada setiap operator seluler apakah telah melakukan 
                                                          
86 Ibid. Hlm.137. 
87 Ibid. Hlm.140. 
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kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala permasalahan dan kerugian 
yang dialami oleh para konsumennya. 
Melalui wawancara dengan pihak Indosat88 mengenai kewajiban 
tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha, menurutnya Indosat 
tentunya akan memberikan tanggung jawab apabila itu memang menjadi hak 
dari pelanggannya. Namun untuk memberikan ganti kerugian terhadap 
konsumen tentunya harus dilakukan terlebih dahulu pengecekan dengan 
melakukan tahap verifikasi terhadap nomor pelanggan yang mengajukan 
keluhan, kemudian dilihat apakah sudah sesuai dengan SOP (standard 
operating procedure) yang ada, untuk waktu proses pengencekan sendiri, 
pihak indosat secara langsung akan memprosesnya dan secara langsung di 
saat konsumen mengajukan keluhan maka akan diberikan ganti kerugian 
yang sesuai. 
Setelah dilakukan proses pengecekan dan jika terbukti bahwa kerugian 
tersebut karena kesalahan pihaknya, maka Indosat akan memberikan  bentuk 
tanggung jawab terkait permasalahan pemotongan pulsa saat penggunaan 
paket internet berupa pengembalian pulsa konsumen yang terpotong. 
Tanggung jawab operator tidak hanya sebatas permasalahan tersebut, untuk 
permasalahan dan bentuk kerugian lainnya yang berhubungan dengan paket 
internet, misalnya saja untuk permasalahan paket internet yang tidak aktif 
                                                          
88 Wawancara dengan Supervisor Leader Customer Service operator Indosat tanggal 21 Maret  2016. 
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namun telah memotong pulsa konsumen maka Indosat memberikan pilihan 
ganti kerugian berupa pengaktifan kembali paket internet yang diinginkan 
konsumen atau pengembalian pulsa yang terpotong, yang tentunya ganti 
kerugian tersebut harus sesuai dengan harapan konsumen. 
Sama halnya dengan pihak operator Indosat, melalui wawancara 
dengan pihak operator Tri89 mengatakan bahwa pihaknya tentunya akan 
melakukan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi dari 
setiap kerugian yang diaduhkan oleh konsumen, namun sebelumnya akan 
dilakukan verikasi atau pengecekan yang biasannya membutuhkan waktu 3 x 
24 jam. Jika semuanya sudah sesuai ketentuan yang ada maka pihak 
operator Tri akan memberikan ganti kerugian berupa penggantian pulsa 
maupun penggantian paket internet yang diinginkan oleh konsumen. 
Namun, berbeda dengan operator Telkomsel, ketika dilakukan 
wawancara90 dengan pihaknya mengenai kewajiban untuk memberikan 
kompensasi, ganti kerugian terkait pemotongan pulsa saat penggunaan paket 
internet yang tanpa diketahui oleh konsumen sebelumnya, maka pihak 
Telkomsel tidak akan memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun. 
Menurut pihaknya kerugian akibat pemotongan pulsa tersebut didasarkan 
pada ketentuan dari penggunaan tarif yang diterapkan pada produk internet 
Telkomsel bagi pengguna kartu pra bayar. Seperti yang telah dijelaskan 
                                                          
89 Wawancara dengan Supervisor Leader Customer Service operator Tri tanggal 24 Maret  2016. 
90 Wawancara dengan Supervisor Leader Customer Service operator Telkomsel  tanggal 23 April 2016. 
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sebelumnya bahwa pemotongan pulsa tersebut dikarenakan pada paket 
internet Telkomsel yang berbasis kuota menggunakan sistem volume based. 
Jadi menurut Telkomsel pemotongan pulsa konsumen tersebut sudah sesuai 
dengan ketentuan yang ada, konsumenlah yang harus menghindarkan diri 
dari pemakaian yang dapat menimbukan kerugian tersebut.  
Walaupun pihak Telkomsel tidak memberikan ganti kerugian terhadap 
permasalahan tersebut, namun pihaknya masih akan beritikad baik untuk 
memenuhi kewajibannya dengan cara memberikan ganti kerugian untuk 
permasalahan paket internet lainnya,  sebelum diberikan ganti kerugian maka 
akan dilakukan proses pengecekan terhadap keluhan konsumen tersebut, 
untuk prosesnya dibutuhkan waktu umunya 3 hari jam kerja dan paling lama 
yaitu 7 hari jam kerja. 
Ketika ditanyakan kepada semua responden apakah akan mengajukan 
keluhan atau keberatan kepada pihak operator seluler atas permasalahan 
atau kerugian yang dirasakan dalam penggunaan paket internet, ternyata 
sebagian besar responden memilih untuk tidak mengajukan keluhannya 
secara langsung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  
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Tabel 10: Pendapat Responden atas Pengajuan Kompalin/Keberatan 
No Apakah akan mengajukan 
Komplain 
Jumlah 
Responden 
Presentase (%) 
1 Ya 8 40 
2 Tidak 12 60 
 Jumlah 20 100% 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 
Dapat dilihat bahwa sebanyak 12 (dua belas) orang responden atau 
60 persen yakni 6 orang responden Telkomsel, 2 orang responden Indosat 
dan 4 orang responden Tri memilih untuk tidak mengajukan keluhan  kepada 
pihak operator atas permasalahan atau kerugian yang dialami, alasan 
responden untuk tidak mengajukan keluhan lebih kepada rasa 
ketidakpercayaan responden kepada operator seluler sebagai pelaku usaha 
bahwa ketika responden mengajukan keluhan belum tentu operator akan 
memberikan respon atau timbal balik seperti yang diharapkan oleh 
konsumen. Responden juga beranggapan bahwa operator seluler sangat 
lambat dalam memproses komplain yang ada dan biasanya akan sangat 
menyita waktu yang lama. Namun tak sedikit pula responden yang memilih 
untuk mengajukan keluhan kepada pihak operator yaitu sebanyak 8 
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(delapan) orang responden atau 40 persen yakni terdiri dari 4 orang 
responden Telkomsel, 3 orang responden Indosat dan 1 orang responden Tri, 
alasan responden untuk mengajukan keluhan adalah untuk mengetahui 
mengapa kerugian tersebut bisa terjadi dengan maksud agar kerugian yang 
dialami  tidak akan terulang lagi di kemudian hari. 
Namun, jika dirinci berdasarkan tabel 4 sebelumnya yaitu tabel 
khusus, sebanyak 16 orang responden pernah mengalami kerugian, maka 
dapat dilihat sebanyak 6 orang responden operator Telkomsel dan 2 orang 
responden operator Indosat lebih memilih untuk tidak mengajukan komplain 
kepada pihak operator. Sedangkan sebanyak 4 orang responden Telkomsel, 
3 orang responden Indosat dan 1 orang responden Tri memilih untuk 
mengajukan komplain atau keberatan kepada pihak operator seluler tersebut. 
Seharusnya konsumen sadar akan haknya yang tercantum dalam Pasal 
4 huruf (d) yakni hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya 
atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak ini merupakan hak dari 
konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut. Hak ini dapat berupa pertanyaan 
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila 
informasi yang diperoleh kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas 
adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau 
yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang 
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berkaitan dengan kepentingan konsumen.91 Namun, pada kenyataannya 
masih banyak konsumen yang sangat rendah tingkat kesadaran atau acuh 
tak acuh akan haknya tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 
perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna paket internet dapat 
bersifat preventif dan reprensif. Perlindungan hukum bagi pengguna paket 
internet yang bersifat preventif atau pencegahan, sebenarnya telah diberikan 
kepada konsumen yakni berupa kewajiban yang dibebankan kepada pelaku 
usaha terkait sebuah informasi yang benar, jelas dan jujur dalam 
penggunaan layanan akses internet berupa paket internet. Seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-undang 
Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan Jasa 
Telekomunikasi dan Surat Edaran 257/2013 BRTI. Tentunya kewajiban 
tersebut harus dilaksanakan guna memberikan kenyamanan dalam 
penggunaan produk serta menghidarkan konsumen dari kerugian yang terjadi 
apabila kurangnya informasi yang memadai bagi konsumen. Namun pada 
kenyataannya informasi berupa pesan pemberitahuan tersebut belum di 
dapatkan oleh konsumen sesuai dengan yang seharusnya, para operator 
seluler berdalih bahwa pesan pemberitahuan yang tidak didapatkan tersebut 
dikarenakan adanya kesalahan pada sistem jaringan. 
                                                          
91 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Op.cit, Hlm.43.  
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Sedangkan Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna paket 
internet yang bersifat reprensif merupakan bentuk perlindungan hukum yang 
lebih ditujukan dalam bentuk penyelesaian sengketa. Dalam pengaturan 
Undang-undang baik berdasarkan Undang-undang Perilndungan Konsumen 
maupun Undang-undang Telekomunikasi, memberikan hak bagi konsumen 
sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar dan akhirnya  menimbulkan 
kerugian berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketetuan peraturan perundang-
undangan yang ada telah memberikan kewajiban bagi setiap pelaku usaha 
telekomunikasi untuk bertanggung jawab atas segala kesalahannya yang 
berakibat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pada praktiknya tanggung 
jawab pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 
belum sepenuhnya dapat terealisasi. Di mana terkait permasalahan pesan 
pemberitahuan sebagai bentuk informasi yang tidak didapatkan oleh 
konsumen dan akhirnya menimbulkan kerugian berupa pemotongan pulsa 
yang tidak diketahui oleh konsumen. Ternyata tidak semua operator seluler 
akan memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun, pihak operator yang 
memilih untuk tidak memberikan ganti kerugian berpendapat bahwa 
pemotongan pulsa konsumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang 
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ada, konsumenlah yang harus menghindarkan diri dari pemakaian yang 
dapat menimbukan kerugian tersebut. 
 
B. Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 
Keberadaan jasa telekomunikasi yang saat ini semakin berkembang 
tentunya dalam penyelenggaraannya di Kota Makassar tidak boleh lepas dari 
pantauan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh perangkat 
daerah kabupaten/kota yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 
Makassar yang tugasnnya meliputi bidang komunikasi dan Informatika 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009  Tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar merupakan unsur 
pelaksana otonomi daerah, melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan  Peraturan 
Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Pasal 21 ayat (1) 
Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok merumuskan, 
membina dan mengendalikan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi 
meliputi pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan 
media, pemberdayaan kelembagaan serta pos dan telekomunikasi. 
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Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, dinas komunikasi dan 
informatika menyelenggarakan Fungsi, yaitu: 
1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan 
informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media informasi 
dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan. 
2. Penyusunan rencana dan program dibidang pengembangan 
informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media informasi 
dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan, pos dan 
telekomunikasi. 
3. Pembinaan teknis administratif di bidang pengembangan informasi, 
aplikasi dan telematika, pendayagunaan media informasi dan 
komunikasi, pemberdayaan kelembagaan, pos dan telekomunikasi. 
4. Pelakasaan pengendalian teknis operasional di bidang 
pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan 
media informasi dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan pos 
dan telekomunikasi. 
5. Pelakasanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pengurusan barang 
milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas 
7. Pembinaa unit pelaksana teknis. 
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Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 33 Tahun 2009  
Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Komunikasi Dan  
Informatika Kota Makassar, susunan organisasi Dinas Komunikasi Dan 
Informatika terdiri atas: 
 
1.Kepala Dinas. 
2.Sekretaris. 
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
4. Sub Bagian Keuangan. 
5. Sub Bagian Perlengkapan. 
6. Bidang Pengembangan Informasi, Aplikasi dan Telematika.  
 -Seksi Pengembangan Media. 
 - Seksi Aplikasi dan Telematika. 
 - Seksi Pengolahan Data, Informasi, dan Monitoring. 
7. Bidang Pos dan Telekomunikasi. 
 - Seksi Teknik Pos dan Telekomunikasi. 
 -Seksi Pemantauan dan Pembinaan Postel. 
 -Seksi Pengembangan dan Pengawasan Internet.  
8. Bidang Pendayagunaan Media. 
 - Seksi Pendayagunaan Media Cetak dan Elekktronik. 
 - Seksi Pelayanan Media Publik. 
 - Seksi Pendayagunaan Media Pameran/Promosi. 
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9. Bidang Pemberdayaan Kelembagaaan Informasi. 
 - Seksi Pembinaan Kelembagaan. 
 - Seksi Usaha Produktif Kelembagaan. 
 - Seksi Pengawasan Kelembagaan. 
Terkait dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kota Makassar memiliki peranan sebagai 
regulator  untuk beberapa kepentingan yang terkait telekomunikasi seperti  
perizinan pendirian  menara telekomunikasi, dan pemberian rekomendasi izin 
pembangunan kantor cabang perusahaan telekomunikasi di kota Makassar. 
Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Komunikasi dan 
Informatika Bapak Denny Hidayat, menyatakan bahwa terkait izin 
penyelenggaraan jasa telekomunikasi  yang berupa penyediaan jasa internet, 
izin itu berada di pusat atas kewenangan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika. Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya terkait 
pemberian rekomendasi izin pendirian kantor cabang perusahaan 
penyelenggara telekomunikasi di kota Makassar, serta pembangunan 
menara telekomunikasi di kota Makassar yang di mana surat rekomendasi 
tersebut dijadikan sebagai rekomendasi untuk Izin membangun bangunan 
dari Pemerintah kota.92 
                                                          
92 Wawancara tanggal 22 Maret 2016 di Kantor Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Makassar. 
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Sejalan dengan itu lebih lanjut mengenai peranan Dinas Komunikasi 
dan Informatika sebagai regulator dalam pemberian izin pendirian menara 
telekomunikasi dijelaskan melalui wawancara kepada Bapak Subhan 
Gautama, selaku seksi  Pengawasan Kelembagaan menyatakan,   bahwa 
Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu lebih kepada sebagai 
regulator dalam melakukan pemberian izin, pengendalian dan pengawasan 
menara telekomunikasi.93 Pengaturan mengenai pembangunan menara 
telekomunikasi terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 Tentang Pedoman 
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (yang 
selanjutnya disebut Permenkominfo 02/2008), selain itu juga diatur 
dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, 
Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009;  Nomor: 07/Prt/M/2009;  Nomor: 
19/Per/M.Kominfo/03/2009;  Nomor: 03/P/2009 Tentang Pedoman 
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi serta 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penataan 
dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. 
 Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permenkominfo 02/2008 yang dimaksud 
dengan menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana 
                                                          
93 Wawancara tanggal 23 Maret 2016 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 
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penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau 
bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan 
telekomunikasi.  
Berdasarkan wawancara dengan beliau diketahui bahwa saat ini 
tercatat hingga akhir tahun 2015 jumlah tower atau menara telekomunikasi 
yang didirikan oleh provider maupun penyelenggara telekomunikasi  di Kota 
Makassar tercatat cukup signifikan, yakni sebanyak 528 tower Base 
Tranceiver Station (BTS) yang tercatat di Dinas Komunikasi dan Informasi 
Kota Makassar. Angka ini naik lebih dari 50 persen dibandingkan jumlah 
pada 2012, sekitar 120 tower94. Provider sendiri merupakan penyedia fasilitas 
menara yang dimana menara tersebut disewakan kepada operator 
telekomunikasi. Bersarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Pedoman Pembangunan dan 
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan Bersama 
Menteri”), Pasal 5 ayat 1 bahwa Menara disediakan oleh penyedia Menara, 
ayat (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan : 
a.Penyelenggara telekomunikasi 
 
b. Bukan penyelenggara telekomunikasi. 
                                                          
94 Wawancara  tanggal 23 Maret 20016 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 
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Saat ini tercatat ada 16 provider yang ada di Kota Makassar, provider 
tersebut menyewakan menara kepada perusahaan telekomunikasi sebagai 
operator seluler, namun ada pula operator yang berperan sebagai penyedia 
menara sekaligus penyelenggara telekomunikasi yaitu:95 
1. PT. Anugerah Comunication 
2. Asia Afrika Utama 
3. Daya Mitra Telekomunikasi 
4. HCPT  (Hutchison CP Telecommunications) 
5. PT. Indosat 
6. PT. Inti Bangun Sejahtera 
7. Lintas Arto 
8. PT. Pandu Sarana Global 
9. PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia 
10. Quattro International 
11.  PT. Solusindo Kreasi Pratama 
12. PT.Smartfren Telecom 
13. PT. Tower Bersama Group 
14. PT. Telkomsel 
15. PT. XL Axiata 
16. PT.Telkom  
                                                          
95 Wawancara  tanggal 23 Maret 20016 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 
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17. Telkom Infra 
Ketika ditanyakan mengenai jumlah operator seluler yang ada di 
Makassar, Dinas Komunikasi dan Informatika ternyata tidak memiliki datanya, 
mereka hanya memilki data jumlah provider (penyedia menara) yang ada di 
Kota Makassar. 
Dapat diketahui bahwa dalam penggunaan menara telekomunikasi 
dapat digunakan oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi atau dengan 
kata lain bahwa menara telekomunikasi yang dibangun oleh provider dapat 
disewakan kepada beberapa penyelenggara telekomunikasi untuk dapat 
dipakai bersama sebagai manara bersama. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 
Permenkominfo 02/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 
Menara Bersama Telekomunikasi yang dimaksud menara bersama adalah 
menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh 
penyelenggara telekomunikasi. 
Penggunaan bersama menara telekomunikasi oleh beberapa 
penyelenggara telekomunkasi ini didasarkan Pasal 10 Permenkominfo 
02/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama 
Telekomunikasi yaitu Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara  
yang memiliki menara, atau Pengelola Menara yang mengelola menara, 
harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para 
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Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya 
secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara. 
Menurut Bapak Subhan Gautama dalam wawancara yang dilakukan, 
menjelaskan bahwa dalam hal pemberian izin penempatan menara oleh 
Dinas Komunikasi dan Informatika harus terlebih dahulu dilakukan survei di 
wilayah yang akan ditempatkan menara, serta alasan mengapa 
menempatkan menara di wilayah tersebut96, terkait ketentuan perizinan lebih 
lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2013 
Tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara 
Telekomunikasi. 
Adapun fungsi pengendalian dari Dinas Komunikasi dan Informatika 
yaitu melakukan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi, 
menurut beliau pengendalian ini dilakukan guna menertibkan agar jangan 
sampai kota ini dipenuhi dengan menara-menara telekomunikasi.97 
Seperti kita ketahui menara telekomunikasi merupakan salah satu 
infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi 
dan memerlukan ketersediaan lahan dan bangunan yang sesuai untuk 
menempatkan menara telekomunikasi tersebut, namun keberadaan menara 
telekomunikasi yang tersebar harus tetap memperhatikan faktor keamanan 
lingkungan sekitar, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan, dan 
                                                          
96 Wawancara  tanggal 23 Maret 20016 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 
97 Wawancara  tanggal 23 Maret 20016 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 
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tentunya efisiensi penggunaan ruang. Sesuai dengan fungsi pengendalian 
yang dikatakan bahwa dinas komunikasi dan informatika mengendalikan 
pertumbuhan menara di kota Makassar dengan tujuan untuk efisiensi 
penggunaan ruang yang ada di kota Makassar.  
 Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan dengan menarik pungutan 
retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 1 Tahun 
2011 Tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Di mana 
untuk menentukan retribusi menara dilihat dari  nilai jual objek  pajak (NJOP) 
PBB nya letak lokasi menara, tarif retribusi pengendalian menara 
telekomunikasi maksimal 2 % dari nilai jual objek pajak (NJOP). 
Makassar saat ini menjadi kota metropolitan yang berkembang sangat 
pesat dengan segala jenis kebutuhan yang semakin kompleks terutama 
dengan kebutuhan akan sarana telekomunikasi, yang kemudian menjadikan 
banyak operator telekomunikasi melakukan penambahan jaringan dengan 
cara penambahan jumlah menara, guna memenuhi tuntutan kepuasaan 
pelanggan dengan segala layanan jasa telekomunikasi.  
Fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap keberadaan menara 
telekomunikasi sebagai infrastruktur terpenting dalam penyelenggaraan jasa 
telekomunikasi tentunya berhubungan dengan bagaimana operator 
telekomunikasi dapat memberikan pelayanan kepada pelanggannya, 
misalnnya saja pelayanan akses internet, layanan data internet berasal dari 
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menara BTS yang disediakan provider, yang kemudian memacarkan  data 
yang selanjutnya disalurkan oleh operator kepada para pelanggannya yang 
mengunakan layanan akses internet. 
Selain sebagai regulator untuk kepentingan pemasangan menara serta 
rekomendasi izin pembangunan kantor cabang perusahaan penyelenggara 
telekomunikasi di Makassar. Berdasarkan wawancara dengan Dra. 
Musdalifah selaku seksi Pemantauan dan Pembinaan Postel mengatakan, 
peranan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait penyelenggaraan jasa 
telekomunikasi berupa jasa multimedia yaitu layanan akses internet  meliputi 
kegiatan yang berkaitan dengan usaha warung internet yang selanjutnya 
disebut warnet, dan juga kegiatan penempatan wifi (Wireless Fidelity) di 
pulau-pulau tertentu98. 
Kegiatan pemasangan wifi di pulau-pulau merupakan kegiatan dari 
Dinas Komunikasi dan Informatika yang bekerjasama dengan perusahaan 
telekomunikasi  untuk menempatkan  jaringan wifi di berbagai pulau-pulau 
tertentu, mengenai bentuk atau pun prosedur pemasangan dari wifi 
merupakan kewenangan dari pihak perusahaan penyelenggara 
telekomunikasi. 
Jika dilihat peranan yang ada maka, peranan atau tugas yang telah 
dijelaskan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dari Bidang Pos dan 
                                                          
98 Wawancara tanggal 28 Maret 2016 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 
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Telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 33 
Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktual Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Makassar. Secara garis besar, bidang ini bertugas dalam 
hal pembinaan, pengawasan, pemberian izin yang meliputi penyiapan bahan 
bimbingan (pembinaan) dan pengendalian  pengawasan, pengembangan dan 
pengelolaan perinzinan pendirian warung telekomunkasi/internet 
(wartel/warnet), kantor cabang dan loket pelayanan operator, pendirian 
bangunan menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana 
telekomunikasi yang lingkup areannya di Kota Makassar. 
Pengawasan dalam hal perlindungan konsumen terkait dengan 
permasalahan yang diangkat yaitu perlindungan hukum bagi pengguna paket 
Internet, menurut Bapak Denny Hidayat, selaku bidang pengembangan 
informasi, aplikasi dan telematika, dalam hal perlindungan konsumen 
terutama yang terkait dengan layanan internet, beliau mengatakan bahwa 
Dinas Komunikasi dan Informatika tidak menangani permasalahan mengenai 
perlindungan bagi konsumen telekomunikasi dalam bentuk apapun 
kerugiannya. Misalnya saja dalam hal penggunaan internet ada yang 
dinamakan Service Level Agreement (SLA) yaitu jaminan penyelenggaraan 
internet service provider (ISP) kepada yang menggunakan, bahwa koneksi 
internet yang disediakan tentunya tidak akan putus-putus. Namun jika tidak 
tercapai SLA tersebut yang artinya tidak adanya kepuasaan dari konsumen, 
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maka walupun ada yang mengadukan seperti itu kepada Dinas Komunikasi 
dan Informatika maka pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 
Makassar tidak ada kewenangan untuk memediasi permasalahan tersebut.99 
  Menurut beliau jika memang ada permasalahan dalam hal 
perlindungan konsumen telekomunikasi atau terjadi sengketa, maka 
sengketa tersebut sebaiknya langsung dibawa ke Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen untuk diproses lebih lanjut. Peranan pemeritah dalam 
hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan informatika Kota Makassar bagi 
perlindungan konsumen jasa telekomunikasi belum tercapai secara maksimal 
ataupun dapat dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah dalam hal ini yaitu 
Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebagai organ pemerintah yang 
bersifat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan  sarana infrastruktur 
pendukung penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Makassar, tidak 
mengatur sama sekali terkait aspek perlindungan bagi pengguna jasa 
telekomunikasi di Kota Makassar. 
 
 
 
 
 
                                                          
99 Wawancara tanggal 22 Maret 2016 di Kantor Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Makassar. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terkait Perlindungan Hukum Bagi 
Konsumen Atas Penggunaan Paket Internet Pada Telepon Seluler  dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perlindungan hukum bagi pengguna paket internet sebenarnya telah 
diberikan kepada konsumen yakni berupa kewajiban yang dibebankan 
kepada pelaku usaha terkait sebuah pemberian informasi yang benar, 
jelas dan jujur dalam penggunaan layanan akses internet berupa paket 
internet dan kewajiban bagi setiap pelaku usaha telekomunikasi untuk 
bertanggung jawab atas segala kesalahannya yang berakibat 
menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kewajiban pemberian informasi 
yang benar tersebut, guna menghindarkan konsumen dari kerugian yang 
terjadi apabila kurangnya informasi yang memadai. Pelaksanaan tanggung 
jawab sebagai bentuk perlindungan konsumen dari operator kepada 
konsumen yang mengakibatkan kerugian berupa pemotongan pulsa, 
belum sepenuhnya dapat terealisasi, karena tak semua operator seluler 
akan memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun. Namun beberapa 
operator seluler tidak melepaskan tanggung jawab begitu saja terhadap 
kerugian konsumen lainnya dimana bentuk tanggung jawab tersebut dapat 
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berupa penggantian pulsa dan pengaktifan paket internet yang diinginkan 
konsumen. 
2. Terkait dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kota Makassar memiliki peranan sebagai regulator  untuk 
beberapa kepentingan yang terkait telekomunikasi seperti perizinan 
pendirian menara telekomunikasi, pemberian rekomendasi izin 
pembangunan kantor cabang perusahaan telekomunikasi di kota 
Makassar. Selain itu peranan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait 
penyelenggaraan jasa telekomunikasi berupa jasa multimedia yaitu 
layanan akses internet  meliputi kegiatan yang berkaitan dengan usaha 
warung internet dan juga kegiatan penempatan wifi di pulau-pulau tertentu. 
Dalam hal perlindungan konsumen terutama terkait perlindungan 
konsumen pengguna paket internet, Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kota Makassar tidak menangani permasalahan mengenai perlindungan 
bagi konsumen telekomunikasi dalam bentuk apapun kerugiannya. 
B. Saran 
1. Pihak Operator seluler sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa 
telekomunikasi sudah seharusnya berkewajiban memberikan pelayanan 
yang maksimal bagi para konsumen, terutama bagi pemenuhan hak-hak 
dari konsumen terkhususnya mengenai hak atas informasi yang jelas 
dalam penggunaan paket internet, agar tidak ada lagi konsumen yang 
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merasakan keluhan akibat kerugian pemotongan pulsa karena kurangnya 
informasi yang memadai dan dapat dipahami yang diberikan oleh operator 
seluler. 
2. Konsumen sebagai pengguna jasa telekomunikasi terkhusunya pengguna 
paket internet harus lebih cermat dalam memilih produk atau paket internet 
yang ditawarkan. Konsumen jangan hanya tergiur dengan segala bentuk 
promosi yang diberikan namun konsumen harus cermat dalam memilih 
dan memahami produk yang akan dipilihnya tersebut. Konsumen juga 
sudah saatnya harus sadar dan paham atas segala hak-haknya, dan 
apabila konsumen merasa ada haknya yang dilanggar oleh operator 
seluler, maka konsumen harusnya dapat memperjuangkan haknya 
tersebut dengan cara melakukan pengajuan komplain kepada pihak yang 
bersangkutan yakni perusahaan telekomunikasi atau di kantor pelayanan 
dari masing-masing operator seluler. 
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